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BUPATI BOLAANG MONGONDOW 
PROVINS! SULAWESI UTARA 

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW 

NOMOR I TAHUN 2024 

TENTANG 

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

Menimbang a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas 

Mengingat 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang 
dilaksanakan secara tertib, efektif, transparan dan 

bertanggung jawab serta sesuai dengan peruntukannya 

sehingga membawa dampak positif bagi Pemerintah 

Kabupaten Bolaang Mongondow; 

b. bahwa perjalanan dinas dilaksanakan atas perintah 

Pejabat yang berwenang dengan memperhatikan 

pembiayaan yang efisien, ekonomis, sesuai kebutuhan 

nyata/riil, memenuhi kaidah pengelolaan keuangan 

daerah dan kemampuan daerah, maka perlu diatur 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri 

dalam Peraturan Bupati; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

tentang 

Republik 

Menetapkan 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­ 

undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

6856); 
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah 

diubah dengan Perautuan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

112); 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM 
NEGERI DAN LUAR NEGERI 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memirnpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

3. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut 

Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat 
kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik 

Indonesia untuk kepentingan daerah dan Negara atas 
perintah pejabat yang berwenang. 



3 

4. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati 

batas kota/Kabupaten Bolaang Mongondow atau dalam 

kota/Kabupaten Bolaang Mongondow dan/atau dari tempat 

kedudukan ke tempat yang dituju melaksanakan tugas, dan 

kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri. 

5. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow. 

6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow. 

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD 

adalah DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow. 

8. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati. 

9. Pejabat Daerah adalah Anggota DPRD Kabupaten Bolaang 

Mongondow. 

10. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga 

Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang 

diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh 

jabatan menduduki untuk Pembina Kepegawaian 

Pemerintahan. 

11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya 

disingkat PPPK adalah warga negera Indonesia yang 

memenuhi syarat tertetntu, yang diangkat berdasarkan 

perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka 

melaksanakan tugas pemerintahan. 

12. CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 

disingkat CPNS adalah CPNS di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bolaang Mongondow. 

13. Pegawai Tidak Tetap/Non PNS adalah Pegawai yang diangkat 

untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas 

Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis 

profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan organisasi. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 

disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Bolaang 

Mongondow. 

15. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti 

pengeluaran yang sah. 

16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai 

dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran. 
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1 7. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang 

selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang 
memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan 
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan 
anggaran oleh Pengguna Anggaran. 

18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA 

adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna 

Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan 

tanggung jawab penggunaan anggaran pada SKPD yang 
bersangku tan. 

19. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung 
terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan 
sekaligus. 

20. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya 
disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan 

fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 

21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat 
PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang 

melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu 

program sesuai dengan bidang tugasnya. 

22. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK 
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna 

Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan 

yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

23. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Serta 
Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas. 

24. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 

pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 
dipimpinnya. 

25. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara 
yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi 

Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan 

Bupati Bolaang Mongondow. 
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26. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 
27. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara 

waktu ke luar Daerah luar Provinsi, maupun ke luar daerah 
dalam Provinsi. 

28. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan 

Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan 
ketentuan yang berlaku. 

29. Perjalanan Dinas Tertentu adalah perjalanan dinas yang 
dilaksanakan untuk suatu kegiatan dengan situasi dan 
kondisi yang tidak dapat diprediksi. 

30. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD 

Kabupaten Bolaang Mongondow. 

31. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bolaang 
Mongondow. 

32. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 
unsur pembantu Bupati dan Daerah dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi 

Perangkat Daerah di lingkungan 

kewenangan Daerah 

Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bolaang Mongondow. 

33. Surat Togas yang selanjutnya disingkat ST adalah dokumen 

yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang yang 
memerintahkan pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat 

Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, 
Serta Pegawai Tidak Tetap. 

34. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD 

adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA dalam rangka 
pelaksanaan Perjalanan Dinas. 

35. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya 
disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh 

Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang 
dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai 
kegiatan. 
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36. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang 

selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang 

diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna 

Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran 
DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti 

uang persediaan yang telah dibelanjakan. 
37. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang 

selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang 

diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna 

Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran 
DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah 

batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan. 
38. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya 

disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh 

Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran untuk 

penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada 

pihak ketiga. 
39. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat 

SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 

pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum 

Daerah berdasarkan SPM. 
40. Tempat Kedudukan adalah lokasi/tempat/Kota di mana 

SKPD/Unit Kerja/pelaksana SPD berada. 

41. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan 

Perjalanan Dinas. 
42. Batas Tertinggi adalah batas maksimal yang dijadikan dasar 

dalam pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pelaksana 

SPD. 
43. Estimasi adalah nilai perkiraan yang dijadikan dasar 

sementara dalam penyusunan anggaran dan nilai perkiraan 

yang dijadikan dasar sementara dalam pembayaran biaya 

perjalanan dinas kepada pelaksana SPD. 
44. Pihak lainnya adalah pelaksana perjalanan Dinas selain 

Bupati, Wakil Bupati, PNS, CPNS, PPPK, Pegawai tidak 

tetap/Non PNS. 
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BAB II 

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS 

Pasal 2 

(1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang dibebankan 

pada APBD yang terdiri dari: 

a. pejabat Negara; 

b. pimpinan dan Anggota DPRD; 

c. PNS,CPNS, PPPK; 

d. pegawai Tidak Tetap/Non PNS; dan 
e. pihak lainnya 

(2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi Perjalanan Dinas Jabatan. 

(3) PNS, CPNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf h yaitu: 

a. PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

b. PNS dan CPNS yang dipekerjakan dan/atau 

diperbantukan pada Pemerintah Daerah; dan 

c. PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah. 

(4) Pegawai Tidak Tetap/Non PNS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d terdiri dari : 

a. Non PNS yang diangkat sebagai Staf Khusus yang 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 

b. Non PNS yang diangkat sebagai Tenaga Honorer yang 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 

c. Non PNS yang ditugaskan Bupati/Wakil Bupati, 
Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Perangkat Daerah 
untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. 

(5) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

terdiri dari: 

a. Ketua/Wakil Ketua dan Pengurus Dharma Wanita 
Persatuan; 

b. Sekretaris Pribadi Bupati, Asisten Pribadi Bupati, Petugas 

Pengawal Bupati dan Ajudan; 
c. Ketua/Wakil Ketua dan Penggurus Tim Pengerak PKK; 

d. Penggurus dan Anggota Kontak Tani Nelayan Andalan 

(KTNA); 
e. Pengurus KON!, Atlit dan Official; 
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f. Kesatuan Isteri Anggota DPRD; dan 

g. Pengurus Kwarcab Pramuka dan Anggota. 

BAB III 
PRINSIP PERJALANAN DINAS 

Pasal 3 

Prinsip Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan: 
a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan sangat prioritas yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah; 
b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian 

kinerja PD bersangkutan; 

c. efisiensi penggunaan belanja daerah dalam arti dilaksanakan 

dengan prioritas, efisien dan efektif; dan 

d. akuntabilitas, dalam arti pemberian perintah, pelaksanaan 
serta pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang jelas dan 
terukur. 

BAB IV 

PERJALANAN DINAS JABATAN 

Pasal 4 

Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2) digolongkan menjadi: 

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; 

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah di dalam Provinsi Sulawesi 
Utara; 

c. Perjalanan Dinas Luar Daerah di luar Provinsi Sulawesi Utara; 
dan 

d. Perjalanan Dinas Luar Negeri 

Pasal 5 

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka: 
a. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pejabat Negara, DPRD 

dan PD di lingkungan Pemerintah Daerah; 

b. mengikuti rapat, studi banding, sosialisasi, bimbingan teknis, 
seminar, pameran, koordinasi, konsultasi dan kegiatan 
sejenisnya; 

c. pengumandahan (Detasering); 

d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan; 



9 

e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau 

menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, 

untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang 

kesehatannya guna kepentingan jabatan; 
f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter 

karena mendapat cedera pada waktu/karena melaksanakan 

tugas; 

g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis 

Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; 

h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan 
i. mengikuti pendidikan dan pelatihan. 

Pasal 6 

(1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan 

sesuai perintah pejabat yang berwenang yang tertuang dalam 

SPT. 

(2) Pejabat yang berwenang menerbitkan SPT yaitu sebagai 

berikut: 
a. bagi Bupati atau Wakil Bupati, ditandatangani oleh 

Bupati, dalam hal Bupati berhalangan SPT 

ditandatangani oleh Wakil Bupati, dan dalam hal kedua 

pejabat tersebut berhalangan, SPT ditandatangani oleh 
Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi Umum Atas 

Nama Bupati Bolaang Mongondow; 

b. bagi Pimpinan dan Anggota DPRD SPT ditandatangani 
oleh Ketua DPRD, dalam Ketua DPRD berhalangan, SPT 

ditandatangani satu Pimpinan DPRD; 
c. bagi Sekretaris Daerah SPT ditandatangani oleh Bupati 

atau Wakil Bupati. Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati 

berhalangan, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; 

d. bagi Pejabat Eselon II SPT ditandatangani oleh Bupati 
atau Wakil Bupati, dalam hal Bupati atau Wakil Bupati 

berhalangan, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. 
Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, SPT 

ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum; 
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e. bagi pejabat eselon III, eselon IV, pejabat fungsional, PNS 

dan CPNS Staf, PPPK, Pegawai Tidak Tetap/Non PNS 

serta Pihak Lainnya, SPT ditandatangani oleh Sekretaris 

Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, SPT 

ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum; 

f. bagi Camat, Pejabat Eselon III, Eselon IV, PNS dan CPNS 

Staf serta Pegawai Tidak Tetap/Non PNS di Kantor 

Kecamatan yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas 
Dalam Daerah yang dibebankan dalam APBD, SPT 

ditandatangani oleh Camat. 

g. bagi Tenaga Ahli/Narasumber yang berasal dari lembaga 
Non Pemerintah/ Swasta yang ditugaskan untuk 

menunjang tugas Pemerintah Daerah dan biaya 
perjalanan dinas dibebankan pada APBD, SPT 
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Dalam hal 
Sekretaris Daerah berhalangan SPT ditandatangani oleh 
Asisten Administrasi Umum; 

h. bagi Tenaga Ahli/Narasumber yang berasal dari lembaga 

Pemerintah yang diminta oleh Pemerintah Daerah untuk 

membantu atau menunjang tugas Pemerintah Kabupaten 
Bolaang Mongondow dan biaya perjalanan dinas 
dibebankan pada APBD, SPT dapat ditandatangani oleh 

pimpinan instansi asal tenaga ahli/narasumber 

bersangku tan; 

1. bagi Sopir Pejabat Eselon II dan Sopir Camat, SPT 

ditandatangani oleh Kepala PD yang bersangkutan; 

j. bagi Sopir Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian 
Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten 

Administrasi Umum; 

k. bagi Staf Khusus Bupati, Sekretaris Pribadi Bupati/Wakil 

Bupati, Asisten Pribadi Bupati/Wakil Bupati, Ajudan 
Bupati/Wakil Bupati dan Petugas Pengawal Bupati, SPT 
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal 
Sekretaris Daerah berhalangan SPT ditandatangani oleh 
Asisten Administrasi Umum; 

I. bagi Ajudan dan Sopir Pimpinan DPRD, SPT 

ditandatangani oleh Sekretaris DPRD; 
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m. bagi pirnpinan atau anggota lembaga negara lainnya yang 

ditugaskan atau diminta untuk menunjang tugas 

Pemerintah Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati atau 
Wakil Bupati. Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati 

berhalangan, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. 

Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan SPT 

ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum; 

n. bagi PNS dan CPNS serta Pegawai Tidak Tetap/Non PNS 

pada Dinas Pendidikan yang melaksanakan tugas untuk 
kegiatan Biaya Operasional Pendidikan dan Biaya 

Operasional Sekolah SPT ditandatangani oleh Kepala 

Dinas Pendidikan; 

o. bagi PNS dan CPNS serta Pegawai Tidak Tetap/Non PNS 

pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas untuk 

kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan SPT 
ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan 

(3) Penandatanganan SPD dilakukan oleh PA/KPA/Pejabat 

Pembuat Komitmen pada Perangkat Daerah yang 

bersangkutan. 

(4) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dibuat 

sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(5) PA/KPA/Pejabat Pembuat Komitmen berwenang menerbitkan 
SPD serta menetapkan moda transportasi yang digunakan, 

dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan 

dinas dirnaksud; 

(6) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini dibuat 

sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IB 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

Pasal 7 
(1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dilaksanakan pada hari 

Ii bur adalah Perjalanan Dinas Tertentu dan/ atau dalam 

keadaan kahar/luar biasa (force majeure). 
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Dinas Jabatan yang 

dan/atau perjalanan 

bersifat konsultasi/ 

dinas dalarn rangka 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi disesuaikan dengan 
surat penugasan. 

Pasal 8 

Perjalanan Dinas Tertentu sebagaimana dimaksud dalarn 

Pasal 7 meliputi: 

a. melaksanakan lebih dari 1 (satu) kegiatan dalarn arti 

terdapat tugas tarnbahan yang mendesak atas perintah 

Pejabat yang berwenang pada lokasi/tempat tujuan yang 

sarna dan/atau dalarn rute perjalanan yang searah. 

b. perjalanan Dinas untuk mengikuti kegiatan rapat, 

bimbingan teknis, studi banding, sosialisasi, pameran 

atau pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai surat 

penugasan dan kegiatan spesifik lainnya yang sudah 

ditetapkan bahwa jadwal keberangkatan,kegiatan dan 

kepulangan termasuk hari Sabtu, Minggu atau hari libur 

nasional. 

c. kegiatan spesifik lainnya sebagaimana dimaksud pada 
huruf b meliputi: 
1. Penugasan Pemeriksaan; 

2. Penugasan survei dan/atau pengumpulan data; dan 

3. Penugasan mengikuti pertandingan/lomba. 

Pasal 9 

Yang dimaksud Perjalanan Dinas dalarn keadaan kahar/luar 
biasa (force majeure) sebagaimana dimaksud dalarn pasal 7 

adalah: 

a. Perjalanan Dinas dalarn rangka penanggulangan bencana 

alarn dan/atau bencana sosial. 
b. Perjalanan Dinas yang mengalarni keterlarnbatan 

disebabkan karena kelangkaan moda transportasi 

dan/atau bencana alam, gangguan kearnanan, serta 

bencana sosial dan/ atau Penundaan Penerbangan 
karena dibatalkan oleh pihak maskapai. 
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BAB V 

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN 

Pasal 10 

(1) Komponen Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas: 

a. uang harian; 

b. biaya transpor; 

c. biaya penginapan; 

d. uang repersentasi;dan 
e. biaya pemeriksaan kesehatan Corona Virus Disease 2019 

( rapid test/ PCR test/ swab test). 

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dibayarkan sesuai jumlah hari dalam SPT yang digunakan 
untuk penggantian biaya kepeluan sehari-hari meliputi: 

a. uang saku; 
b. uang makan;dan 
c. uang transpor lokal; 

(3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri atas: 

a. biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai 

tempat tujuan/keberangkatan dan kepulangan termasuk 

biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan 

keberangkatan dan kepulangan; 

b. biaya retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ 

bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; 
c. Biaya sewa kendaraan di tempat tujuan bagi Bupati dan 

Wakil Bupati; dan 
d. Biaya pengganti uang bahan bakar minyak. 

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap 

di hotel atau tempat penginapan lainnya. 

(5) Jumlah hari penginapan adalah jumlah malam hari 

menginap yang dibayarkan sesuai Biaya Riil. 

(6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat 
Daerah dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan Perjalanan 

Dinas Luar Daerah dalam Provinsi dan Perjalanan Dinas 

Luar Daerah Luar Provinsi serta Perjalanan Dinas Dalam 

Daerah. 
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(7) Biaya pemeriksaan kesehatan Corona Virus Disease 2019 

(rapid test/ PCR test/ swab test) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e digunakan untuk kebutuhan pemeriksaan 
kesehatan Corona Virus Disease 2019, untuk kegiatan yang 
mewajibkan peserta melampirkan surat keterangan hasil 

rapid antigen atau PCR dengan hasil negatif. 

Pasal 11 

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (1) diberikan untuk perjalanan Dinas Jabatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9 

dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I C 

dan Lampiran I D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 12 

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan, digolongkan dalam 13 (tiga 

belas) tingkat, yaitu: 

a. Tingkat Al untuk Bupati dan Wakil Bupati; 

b. Tingkat A2 untuk Pimpinan DPRD; 
c. Tingkat Bl untuk Anggota DPRD; 

d. Tingkat B2 untuk Pejabat Eselon II A/Sekretaris Daerah; 

e. Tingkat B3 untuk Pejabat Eselon II B 

f. Tingkat C 1 untuk Pejabat Eselon III A; 

g. Tingkat C2 untuk Pejabat Eselon III B 
h. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, 

Staf PNS Golongan IV dan Staf PNS/CPNS Golongan III; 

i. Tingkat El untuk PNS/CPNS Golongan II dan PNS/CPNS 

Golongan I serta PPPK; 

j. Tingkat E2 untuk Non PNS/ Pegawai Tidak Tetap Sopir; 

k. Tingkat E2 .1 untuk Sopir Bupati/Wakil Bupati; 
I. Tingkat E3 untuk Pegawai Tidak Tetap/Non PNS dan 

Pihak Lainnya. 
m. Tingkat E3. l untuk Sekretaris Pribadi Bupati/Wakil 

Bupati, Asisten Pribadi Bupati/Wakil Bupati, Ajudan 

Bupati/Wakil Bupati dan Petugas Pengawal Bupati. 
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(2) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai 

Tidak Tetap/Non PNS dan Pihak Lainnya yang melakukan 

Perjalanan Dinas ditentukan oleh PA atau Pejabat yang 
menerbitkan SPD dengan mengacu pada ayat (1) dan 

memperhatikan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang 

bersangkutan. 

(3) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) 

dibayarkan sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan tugas 
sebagaimana tercantum dalam SPT dan SPD, kecuali 

perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 

Pasal 9. 

(4) Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 

(3) meliputi: 

a. biaya transpor ke bandara/pelabuhan dari tempat 
kedudukan ke tempat keberangkatan pergi-pulang, biaya 

transpor dari bandara/pelabuhan/terminal kedatangan 
ke hotel/lokasi tujuan pergi-pulang atau dari tempat 

kedudukan ke tempat tujuan; 

b. biaya transpor pada moda transportasi yang dibayarkan 
berdasarkan Fasilitas transpor sebagaimana yang 

tercantum dalam Lampiran I E yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

c. biaya sewa kendaraan di tempat tujuan bagi Bupati dan 

Wakil Bupati; dan 

d. biaya pengganti uang bahan bakar minyak. 

(5) Biaya penginapan dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5), menyesuaikan dengan jumlah 

hari yang tercantum dalam SPT dan SPD, kecuali perjalanan 

dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9. 

(6) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan fasilitas 

penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), 
berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% 

(tiga puluh per seratus) dari tarif hotel sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 
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b. biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) 

sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara 

lumpsum, dengan memperhatikan jumlah malam hari 

menginap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) 

Peraturan Bupati ini. 

(7) Uang representasi dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 

dibayarkan sesuaijumlah hari dalam SPD. 

(8) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
10 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan 

dinas, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan 

batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini; 
b. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan 

merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini; 
c. biaya transpor ke bandara/pelabuhan dari tempat 

kedudukan ke tempat keberangkatan pergi pulang 

dibayarkan sesuai Biaya Riil sebagaimana yang 

tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

d. biaya transpor dari tempat kedudukan ke tempat tujuan 

dibayarkan sesuai Biaya Rii1 sebagaimana yang 
tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

e. biaya transpor moda transportasi Perjalanan Dinas Luar 
Daerah Luar Provinsi dibayarkan sesuai dengan Biaya 

Riil dan merupakan biaya estimasi yang terdiri dari total 
harga tiket, airport tax, biaya terminal dan biaya 

transportasi lainnya sebagaimana yang tercantum dalam 

Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini; 
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f. biaya taksi/transpor dari bandara/pelabuhan/terminal 

kedatangan ke hotel/lokasi tujuan pergi-pulang 
dibayarkan sesuai Biaya Riil sebagaimana yang 
tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

g. biaya sewa kendaraan di tempat tujuan untuk Bupati 

dan Wakil Bupati dibayarkan sesuai dengan Biaya Rii1 

dengan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini; 

h. biaya sewa kendaraan di tempat tujuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (9) huruf g sudah termasuk untuk 

biaya pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak. 

1. biaya pemeriksaan kesehatan Corona Virus Disease 2019 

(rapid test/ PCR test/ swab test) dibayarkan sesuai dengan 
biaya Rii1 untuk setiap kali pemeriksaan atau satu kali 

pemeriksaan, dan dapat dibayarkan untuk kebutuhan 

lebih dari satu kali pemeriksaan sebagaimana yang 

tercantum dalam Lampiran X1 yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

j. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Rii1 

dengan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran X1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini; 

k. bagi pelaksana SPD Tingkat B2, Tingkat B3 dan Tingkat 

C 1 serta pelaksana SPD lainnya yang menggunakan 
kendaraan dinas untuk Perjalanan dinas luar daerah 

dalam provinsi dapat diberikan biaya transpor sepanjang 

pelaksana SPD melampirkan bukti cetak pengisian bahan 

bakar minyak yang dikeluarkan oleh stasiun pengisian 
bahan bakar umum dan dibayarkan secara riil 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini; 
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I. bagi pelaksana SPD yang menggunakan kendaraan dinas 

untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dapat 
diberikan biaya transpor sepanjang pelaksana SPD 

tersebut melampirkan bukti cetak pengisian bahan bakar 

minyak yang dikeluarkan oleh stasiun pengisian bahan 

bakar umum dan dibayarkan sesuai biaya Riil 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini; 

m. bagi pelaksana SPD yang menggunakan kendaraan 

pribadi untuk perjalanan dinas luar daerah dalam 

provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi 

dapat diberikan biaya transpor sepanjang pelaksana SPD 
tersebut melampirkan bukti cetak pengisian bahan 
bakar minyak yang dikeluarkan oleh stasiun pengisian 

bahan bakar umum dan dibayarkan sesuai biaya Riil 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan 

Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini; 

n. jumlah total yang tercantum dalam bukti cetak 

pengisian bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh 

stasiun pengisian bahan bakar umum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (9) huruf k, huruf 1 dan 

huruf m, menjadi pertimbangan PA/KPA/PPK dan dasar 

bagi Bendahara Pengeluaran dalam memberikan biaya 

transpor kepada pelaksana SPD. 

o. bukti cetak pengisian bahan bakar minyak yang 

dikeluarkan oleh stasiun pengisian bahan bakar umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (9) huruf k, 

huruf I dan huruf m tidak dapat digunakan lagi untuk 

melengkapi surat pertanggugjawaban pembayaran bahan 
bakar minyak yang dianggarkan pada sub kegiatan 

penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan 

pajak kendaraan perorangan/dinas atau kendaraan 
dinas jabatan dan sub kegiatan penyediaan jasa 
pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan 
kendaraan dinas operasaional atau lapangan. 
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p. biaya transpor yang diberikan kepada pelaksana SPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (9) huruf k, 
huruf 1 dan huruf m merupakan pengganti biaya bahan 
bakar minyak bagi pelaksana SPD; 

(9) Khusus Biaya Perjalanan Dinas untuk Pimpinan dan 

Anggota DPRD dibayarkan secara lumpsum yang terdiri dari: 

a. uang harian; 
b. uang representasi; 

c. biaya penginapan; dan 

d. biaya transport. 

Pasal 13 

(1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, 
dan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b 

dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang 

ditanggung oleh panitia penyelenggara. 

(2) Khusus uang harian dan uang representasi perjalanan dinas 

dalam rangka mengikuti bimbingan teknis, pendidikan dan 
pelatihan atau sejenisnya, maka satuan uang harian dan 

uang representasi perjalanan dinas yang diberikan kepada 

pelaksana SPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill, 

Lampiran IV dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia 

penyelenggara, maka biaya Perjalanan Dinas Jabatan 

dimaksud dapat dibebankan pada DPA-SKPD/DPPA-SKPD 

Pelaksana SPD. 

(4) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 huruf b dilakukan secara bersama-sama, 
maka seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada 

hotel/penginapan yang sama. 

(5) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang 

sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih tinggi dari 

satuan biaya hotel/penginapan yang telah ditentukan, maka 
Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya 

terendah pada hotel/penginapan dimaksud. 
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(6) Dalam hal Pelaksana SPD mendapat tugas tambahan yang 

mendesak atau adanya perpanjangan surat perintah tugas 
dari pejabat yang berwenang pada lokasi/tempat tujuan yang 

sama dan/ atau dalam rute perjalanan yang searah 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, sehingga untuk 

efisiensi anggaran dan efektifitas perjalanan dinas pelaksana 

SPD tidak memungkinkan untuk kembali ke tempat 
kedudukan semula, maka kepada pelasana SPD dapat 

diberikan biaya penginapan dan uang harian sehari sebelum 

tanggal pelaksanaan surat perintah tugas selanjutnya. 

(7) Satuan biaya penginapan dan uang harian bagi pelaksana 

SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran XI yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
1m1. 

(8) Ketentuan pemberian biaya pengmapan dan uang harian 

bagi pelaksana SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

dan ayat (7) hanya berlaku untuk perjalanan dinas luar 
daerah luar provinsi dan perjalanan dinas luar daerah dalam 

provinsi. 

(9) Bagi pelaksana SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 

yang tidak menggunakan fasilitas penginapan maka 

diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% 
dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. 

Pasal 14 

Dalam hal Perjalanan Dinas mendampingi atau mengantar 

Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II, maka untuk penginapan 

Pelaksana SPD dimaksud dapat menggunakan fasilitas kamar 

terendah pada hotel/penginapan yang sama dan biaya 

penginapan dibayarkan sesuai biaya Riil. 

Pasal 15 
Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal 

laut/sungai/penyeberangan untuk waktu paling kurang 24 (dua 
puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut 

kepada Pelaksana SPD hanya diberikan uang harian. 
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Pasal 16 

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat dibayarkan sebelum 

Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan dengan mekanisme 

Pemberian Uang Muka atau Panjar. 

(2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera 

dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan 

setelah perjalanan dinas selesai. 

Pasal 17 

(1) Dalam hal Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 dan Pasal 9 melebihi jumlah hari yang ditetapkan 

dalam SPT, maka kepada Pelaksana SPD dapat diberikan 

tambahan biaya uang harian dan penginapan. 

(2) Tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 

dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan 

dengan melampirkan dokumen berupa: 

a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/ 

Kepala Bandara/perusahaanjasa transportasi lainnya; 
b. surat keterangan kepala desa/lurah atau camat untuk 

Perjalanan Dinas Dalam Daerah; 

c. surat perpanjangan perintah tugas atau surat perintah 

tugas yang baru dari pemberi tugas; atau 

(3) Berdasarkan dokumen tersebut pada ayat (2), maka PA/KPA 
membebankan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pada 

DPA-SKPD/DPPA-SKPD berkenaan. 

(4) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah 

hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus 

mengembalikan kelebihan uang harian dan biaya 

penginapan atas uang muka yang telah diterimanya kepada 

Bendahara SKPD dan/atau menyetorkan langsung ke 

Rekening Kas Umum Daerah. 

Pasal 18 

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada DPA­ 

SKPD/DPPA SKPD penerbit SPD kecuali ditetapkan lain sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

: -F 
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BAB VI 

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA 
PERJALANAN DINAS 

Pasal 19 

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas 

pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD/DPPA-SKPD 

berkenaan. 

(2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPD 

paling cepat 3 (tiga) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas 

dilaksanakan. 

(3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 3 (tiga) hari kerja 

menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai 

langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran. 

Pasal 20 

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui 

mekanisme SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU dan/atau mekanisme 

SPM-LS. 

(2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme 
SPM-LS dapat dilakukan melalui: 

a. perikatan dengan penyedia jasa; 

b. bendahara Pengeluaran; atau 
c. pelaksana SPD. 

(3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan 

dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a meliputi: 

a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi SKPD; 
b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, 

seminar, pendidikan dan pelatihan, pertandingan/lomba, 
festival, pameran, studi banding atau kegiatan sejenis; 

(4) Jumlah Pelaksana SPD dalam pelaksanaan kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Pejabat 

yang berwenang atau PA/KPA sesuai kebutuhan. 
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Pasal 21 

(1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan 

dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, 

perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa 

perhotelan/ penginapan. 

(2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur tentang 

pengadaan barang/jasa pemerintah. 

(3) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dapat 

dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor 

termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya 

penginapan. 

Pasal 22 

(1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan 

untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode 

tertentu. 

(2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak 

diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan 
oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif 

penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa 

penginapan/hotel. 

Pasal 23 

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan kepada 

penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah 

diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian. 

(2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia 

jasa mengajukan tagihan kepada PA/KPA. 

Pasal 24 

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan 

mekanisme SPM-LS dilakukan melalui transfer dari rekening 

Kas Umum Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran, 

Pihak Ketiga atau Pelaksana SPD. 
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(2) Dalam hal Biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan 

kepada Pelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas 

Jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan 

biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut wajib disetor 

kepada Bendahara SKPD dan/atau menyetorkan langsung 

ke Rekening Kas Umum Daerah. 

(3) Dalam hal setoran ke Rekening Kas Umum Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan 

fotokopi tanda setoran yang harus diserahkan oleh 

Pelaksana SPD kepada Bendahara SKPD. 

(4) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Surat Tanda 

Setoran (STS). 

(5) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada 
Pelaksana SPD terdapat selisih kurang dari yang 

seharusnya, maka selisih tersebut dapat dimintakan 

kekurangannya. 

(6) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas Jabatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan 

melalui mekanisme SPM-UP atau SPM-LS sesuai dengan 

ketersediaan dana dalam DPA-SKPD/DPPA-SKPD 

berkenaan. 

Pasal 25 
Tata cara pengajuan tagihan kepada PA/KPA, pengajuan SPM, 

dan penerbitan SP2D berpedoman pada peraturan perundang­ 

undangan. 

Pasal 26 

(1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas 
Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA­ 

SKPD/DPPA-SKPD berkenaan. 

(2) Biaya pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan 

hanya berlaku dalam hal apabila pembelian tiket perjalanan 

telah dilakukan sebelum berangkat. 

(3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika 
disebabkan bukan oleh kelalaian Pelaksana SPD yaitu: 
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a. bencana alam, gangguan kearnanan, serta bencana sosial 

yang sudah dinyatakan ketetapannya dengan Keputusan 

Pejabat Berwenang sesuai Peraturan Perundang­ 

Undangan atau yang diberitakan media massa. 

b. kegiatan yang akan dilaksanakan dibatalkan atau 

ditunda oleh penyelenggara kegiatan; atau 
c. pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan dari Pejabat 

yang menetapkan SPD. 

(4) Penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b yaitu: 

a. kementerian; 

b. lembaga negara; 

c. daerah lain; 
d. instansi pemerintah lainnya; dan 
e. lembaga non pemerintah. 

(5) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka 

pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 
a. surat keputusan penetapan keadaan bencana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/ a tau 
berita media massa yang dikemas dalam bentuk kliping. 

b. surat pemberitahuan dari pihak penyelenggara 

menyangkut pembatalan atau penundaan pelaksanaan 

kegiatan dimaksud. 
c. surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas 

Jabatan dari Pejabat Penerbit SPD, yang dibuat sesuai 

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII C 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini; 
d. surat pemyataan pembebanan biaya pembatalan 

Perjalanan Dinas Jabatan dari PA/KPA, yang dibuat 
sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

XIII D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 

e. pemyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya 

Transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan 

jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan 

oleh PA/KPA. 
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(6) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA­ 

SKPD/DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yaitu sebagai berikut : 

a. biaya pembatalan tiket transportasi; dan 

b. biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund. 
c. biaya pemeriksaan kesehatan Corona Virus Disease 2019 

(rapi.d test/PCR test/ swab test). 

BAB VII 

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS 

Pasal 27 

(1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

Perjalanan Dinas Jabatan dalam bentuk laporan hasil 

pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan kepada pemberi 

Tugas dan biaya Perjalanan Dinas Jabatan kepada PA/KPA 

paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas 

dilaksanakan. 

(2) Laporan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuat sesuai 
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII E yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

1n1. 

(3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan 

dilaksanakan dengan melampirkan dokumen berupa: 
a. SPT yang sah dari atasan Pelaksana SPD atau SPT yang 

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; 

b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA/Pejabat 

Pelaksana Teknis Kegiatan serta Pejabat di tempat 

pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang 

menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas; 
c. bukti pembayaran yang berkenaan dengan sarana 

transportasi yaitu: 

1. tiket pesawat; 
2. boarding pass atau manifest penumpang maskapai 

penerbangan; 
3. tiket kapal laut atau manifest penumpang dari 

administrator pelabuhan; 
4. karcis tanda masuk pelabuhan; 

5. tiket kereta api; 
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6. pembayaran retribusi; 

7. tiket bus; 

8. bukti pembayaran moda transportasi lainnya; dan 
9. bukti cetak pengisian bahan bakar minyak. 

d. surat pernyataan akan mempertanggungjawabkan paling 
lambat 5 (lima) hari kerja setelah kembali dalam 

pelaksanaan tugas, serta bersedia mengembalikan 
kelebihan uang muka (panjar) sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran XIII B yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

e. daftar pengeluaran riil yang dibuat sesuai format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII F yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini; 

f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya. 

g. bukti pembayaran pemeriksaan dan hasil pemeriksaan 

kesehatan Corona Virus Disease 2019 (rapid test/PCR 
test/ swab test). 

h. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang 

ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan 
melampirkan dokumentasi/foto kegiatan. 

(4) Dalam hal bukti pengeluaran transpor dan/atau penginapan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperoleh, 

pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat 

hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf e. 

(5) Dokumen Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi 

Pimpinan dan Anggota DPRD paling kurang melampirkan: 

a) SPT yang sah dari atasan Pelaksana SPD atau SPT yang 

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; 

b) SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA/Pejabat 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta Pejabat di 

tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait 

yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas; 

c) Boarding pas untuk perjalanan dinas yang menggunakan 
pesawat; 

d) Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan 
dinas yang dibayar secara lumpsum sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XIII H; 
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e) Pakta integritas tentang komitmen untuk melaksanakan 

tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat 

Togas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII G; 

f) Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang 

ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan 

melampirkan dokumentasi/foto kegiatan. 

Pasal 28 

(1) Pelaksana SPD melakukan perhitungan rampung seluruh 

bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan, dan 

disampaikan kepada PPTK untuk mendapatkan persetujuan. 

(2) PPK-SKPD berwenang untuk menilai kesesuaian dan 

kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar 

pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. 

(3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagai 

pertanggungjawaban UP /TU atau bukti pengesahan 

SPM/SP2D LS Perjalanan Dinas. 

Pasal 29 
Pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari 

harga sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas Jabatan 

rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban 

Perjalanan Dinas Jabatan yang berakibat kerugian yang diderita 

oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh 

tindakan yang dilakukan. 

BAB VIII 

PENGENDALIAN INTERNAL 

Pasal 30 

(1) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian 

internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan. 

(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. 
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BAB IX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 31 

(1) Pejabat Penerbit Surat Perintah Togas dapat memerintahkan 

pihak lain di luar pejabat atau pihak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (2) untuk melakukan Perjalanan Dinas. 

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
melakukan Perjalanan Dinas Jabatan untuk kepentingan 

negara atau Pemerintah Daerah digolongkan dalam tingkat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). 

(3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditentukan oleh Pejabat yang menerbitkan SPT 
atau yang menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan 

tingkat pendidikan/kepatutan/ tugas yang bersangkutan. 

Pasal 32 

Ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
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BABX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 33 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati 
Bolaang Mongondow Nomor 35 Tahun 2022 tentang Biaya 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Luar Negeri di Jingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 
2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 
Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 34 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2024. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita 
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. 

ODOMPITf 

Ditetapkan di Lolak 

pada tanggal Z6 Paul 2024 

Pi.BU3II O ·NG MONGONDOW, 
/ 

• 

\ 
a 

Diundangkan di Lolak 

pada tanggal 26 Fbrqr 2024 

PLT. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, 

-fgDUL 'MOItOGINTA 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024 NOMOR .... \. 
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PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW 

NOMOR I TAHUN 2024 

TENTANG 

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI 

I. UMUM 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 57) sebagairnana telah diubah dengan Perautuan Presiden Nomor 53 
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 
2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 112), Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan 
dinas melewati batas kota dan/ atau dalam kota dari tern pat kedudukan ke 
tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan 
semula di dalam negeri yang dilaksanakan dalam rangka: 
1. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat padajabatan. 
2. Mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya. 
3. Pengumandahan ( datasering). 
4. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan. 
5. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap 

seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan 
surat keterangan dokter ten tang kesehatannya guna kepentingan jabatan. 

6. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena 
mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan, tugas. 

7. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji 
kesehatan pegawai negeri. 

8. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/Sl/S2/S3. 
9. Mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia. 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 



Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 
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Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024 NOMOR..L.. 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW 
NOMOR I TAHUN 2024 
TENTANG 
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR 
NEGERI 

A. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS 

PERANGKAT DAERAH 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

BOLAANG MONGONDOW 

SURATTUGAS 
Nomor : . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (diisi nama jabatan Pejabat berwenang memberi 
l e "a fa a a"a ea _ a.+ 

•• we 

Nama 
NIP 
Pangkat, Gol/Ruang: 

Tujuan 
Maksud 
Jumlah Hari 

Pembebanan Biava 

: .... ( ..... ) hari 
Tmt.........s/d 2024 

• Dibebankan nada APD/D)PA/D)PPA.............. 

Demikian Surat Togas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh 
tanggung jawab dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Bolaang Mongondow cq. 
Pejabat Pemberi Perintah. 

Dikeluarkan di Lolak 
Pada tanggal 

( 

Tembusan: 
1. Bupati Bolaang Mongondow (sebagai laporan). 
2. Arsin. 
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B. FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS 

a. 

a. 
b. 

a. 
b. 

Dikeluarkan di Lolak 
pada tanggal 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

( ) 

NIP . 

akan 

SURAT PERJALANAN DINAS ISPDI 

KOP NASKAH DINAS/SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
BOLAANG MONGONDOW 

Lembar ke: 
Nomor 

)Coret yang tidak perlu 

3. 
4. 
5. 

7. a. Lamanya Perjalanan Dinas 
b. Tanggal Berangkat 

6. a. Tempat berangkat 
b. Tem»at tuiuan 

5. Alat an 

c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru C. 
+ 

8. Pengikut: Nama Tanggal Lahir Keterangan 
1. 
2. 

10. Keterangan lain-lain 

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran 

2. Nama/NIP Pegawai vang melaksanakan 
perialanan dinas 

3. a. Pangkat dan Golongan a. 
b. Jabatan/Instansi b. 
c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas c. 

4. Maksud Perialanan Dinas 

9. Pembebanan Anggaran 
a. SKPD 

I I b. Kode Rekening 
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Beans!e.. 
t4A441At AA444t4Doi 

Ke ... 
Pada Tanggal... 
Kepala ... 
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

( ) 
NIP. 

II.Tiba... 
D»+ roe. we. 
Kepala 

( ) 
MID 

111.Tiba ... 
Pada Tanggal ... 
Kepala 

( ) 
NIP. 

IV.Tiba ... 
Pada Tanggal... 

' 4tee 

( ) 
NIP. 

v.Iba... 
Pada Tanggal 

Pengguna Anggara/Kuasa Pengguna 
Anggaran 

( ) 
NIP. 

VI.Catatan Lain-Lain : 

Tiba... 
1,»le no, 

at.e 

Kepala 

( ······••l 
MID 

Tiba... 
Pada Tanggal ... 
Kepala 

( ) 
NIP. 
Tiba... 
Pada Tanggal... 

( ) 
NIP. 
Telah d1perksa dengan keterangan bahwa 
perjalanan tersebut di atas dilakukan atas 
perintahnya dan semata-mata untuk 
kepentingan jabatan dalam waktu yang 
sesingkat-singkatnya. 

Vll.PERHATIAN: 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, 
pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat 
vang mengesahkan tanggal/tiba. serta bendahara pengeluaran bertanggung 
jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara 
menderita ru · akibat kesalahan, kelalaian dan keal aann a. 

- 
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C. KOMPONEN BIAVA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH 

Biaya 
a 

Jenis Perjalanan Dinas cps Biaya Acy c tAAAAACA A CAA4LAC± 

Jabatan Harian/Uang Penginapan Transpor Hariyang dan 
Representasi Pegawai dibayarkan Angkutan 

Jenazah 
a. Perjalanan Dinas 

do 
_,_, __ 

«CA4CA4CAA4 44AA€AAA# Sesuai rangka pelaksanaan V V V - 
tugas pokok dan penugasan 
fungsi SKPD 

b. Perjalanan Dinas 
lode efl .4. 4ii Sesuai mengikuti rapat, v V vV - 

seminar dan penugasan 
seienisnva 

c. Perjalanan Dinas Maksimal 1lute elev 

I ..-i. ... 90 rangka v v 1) ✓ 2) (sembilan - 
Pengumandahan 
(Detasering) puluh) hari 

d. Perjalanan Dinas 
Jebeten nt:k Coe1oi 

V V V . 
menempuh - up1an penugasan 
dinas/ujian jabatan 

e. Perjalanan Dinas 
Jabatan untuk 
mnenohndar Maielie 

6 u , 
Penguji Kesehatan 
Pegawai Negeri atau 
menghadap seorang 
dokter pengun V v V Sesuai 
kesehatnn - v9no nenoasan 

I 
- - ditunjuk, untuk 

mendapatkan surat 
keterangan dokter 

I 
tentang 
kesehatannva guna 
kepentingan iabatan 

f. Perjalanan Dinas 
Jabatan untuk 
memperoleh 
pengobatan 
berdasarkan surat 
keterangan dokter 
karena mendapat 
cedera pada 
waktu/karena 
melakukan tugas 

V v V Sesuai 
penugasan 
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g. Perjalanan Dinas ✓ ✓ ✓ Sesuai 
Jabatan untuk penugasan 
mendapatkan 
pengobatan 
berdasarkan 
keputusan Majelis 
Penguji Kesehatan 
Pegawai Negeri 

h. Perjalanan Dinas 
Jabatan untuk Maksimal 
mengikuti ✓ ✓ ✓ 2 (dua) - 
pendidikan setara hari 
Diploma/$1/$2/S3 

I. Perjalanan Dinas Maksimal 
Jabatan untuk ✓ 3) ✓ 4) ✓ 5 (lima) - 
mengikuti bimtek hari 

j. Perjalanan Dinas 
Jabatan untuk l r l ,; \ l Sesuai - 

I pendidikan dan f f Penugasan 
pelatihan 

• Perjalanan dinas 
dalam rangka ✓ ✓ ✓ Sesuai 
koordinasi dan penugasan 
konsultasi 

Keterangan: 
1. ✓ 1) Biaya penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa 

Pengumandahan (Detasering) dalam hal tidak tersedia rumah dinas. 
2. v2) Baya transpor pegawar diberikan untuk transpor pada saat 

kedatangan dan kepulangan. 
3. ✓ 3) Uang harian dan uang representasi yang diberikan maksimal 4 (empat) 

hari. 
✓ 3) Khusus Kegiatan Bimtek/Diklat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 

uang narian an uang representasi yang ciiberikan maksimai 5 (iimaj 
hari 
Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kepulangan. 
Khusus untuk kegiatan Bimtek dan Diklat yang tidak disediakan 
penginapan bagi Peserta, maka pelaksana SPT dapat diberikan biaya 

4. ✓ 4) 
✓ 4) 

5. ✓ 6) 

6. 

renigpen scierna kcgrin. 
Khusus untuk kegiatan Diklat yang tidak disediakan penginapan bagi 
Peserta, maka pelaksana SPT dapat diberikan biaya Penginapan selama 
kegiatan. 
Khusus untuk kegiatan Bimtek dan Diklat yang biaya perjalanan 

"ea" ea ea 

uuiAaoAy a tutcni4&4AA ocAAa uUA AcocAe r , Ace LA AC AC 

dan uang representasi dapat dibayarkan sesuai jumlah hari yang 
ditetapkan dalam SPT. 
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D. RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN UNTUK KEGIATAN 
RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA 

I. YANG DILAKSANAKAN DI DALAM KANTOR (RUANG RAPAT/AULA/SERBAGUNA 
DAN SEJENISNYA) 

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN UANG UANG UANG BIAYA SAKU DLNAS .. HARIAN TRANSPOR PENGINAPAN 
w 4xi 

I. MELEWATI BATAS KOTA 

1. Peserta - v v 1) v 
e % % - - - - d.f Cit<f INIUutIatui 

3. Narasumber - - v !) v 

11. DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM 

1. Peserta - - v2) ✓ 3) 

2. Panitia/ Moderator - - - - 
3. Narasumber - - V2) ✓ 3) 

iii.Diiiii Ki siiirii DEiiGii 3 (DEiiii iiivi 

1. Peserta - - V 2) - 
2. Panitia/ Moderator - - - - 
2 Naraemher - - V 9 - I I I ' I 

Keterangan: 
1. V1) : Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalarn rangka mengikuti rapat, 

seminar dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan 
tanpa menvertakan bukti pengeluaran transpor kepulangan. 

2. V2) Uang Transpor Pelaksana SPD diberikan sesuai biaya riil. Dalam hal tidak 
diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan 
dalam kota yang dibayarkan secara lumpsum sesuai standar biaya. 

3. ✓ 3) Biaya Penginapan diberikan apabila terdapat kesulitan transportasi sehingga 
memerlukan waktu untuk menginap. 

4 ea.a e "fee 4"ea 
r, Klis Ai€is inocie A A4et Aini spiels 444cm 4Ai4ifs444A€n».CAA 

kendaraan dinas, disertai dengan surat perintah tugas, dan tidak bersifat 
rutin serta tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat 
dalarn kompleks perkantoran yang sarna. 
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II. YANG DILAKSANAKAN DI LVAR KANTOR PENYELENGGARA (HOTEL/TEMPAT 

• 6444% 
weed%ee swAwn eeere.fl 

44. 44w444444444 
Tele4ewe 
w4444444 

kepulangan. 
Vang Saku Fullboard/ Fullda/Halfday diberikan sesuai dengan paket 
rapat, seminar dan sejenisnya yang diatur dalam Peraturan Bupati 
yang mengatur tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah. 
iayea Penginepan diberikan apabile memerlkan welt untuk 
menginap 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari 
pada saat kepulangan. 
Vang Saku Paket Fllboard/ Fullday/ Half day mengikuti ketentuan yang 
diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Biaya 
Pemerintah Daerah. 
Vang Transpor Pelaksana SPD dapat diberikan sepanjang tidak 
menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak 
bersifat rutin. 

/ 
+ 4 

6. 

5. 

4 

3. V3) 

_ ea 

A444CAR€AA, 

1. V1) Vang Harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) 
hari pada saat kepulangan. 

2. V2) : Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti 
rapat, seminar dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor 

LAIN) 
UANG UANG SAKU 

KOMPONEN BIAYA PAKET UANG BIAYA UANG 
PERJALANAN DINAS SAKU PAKET FULLDAY/ TRANSPOR PENGINAPAN HARIAN 

FULLBOARD HALFDAY 

I. MELEWATI BATAS KOTA 

1. Peserta V 3) - V 2) NV V1) 
2. Panitia/ Moderator ✓ 3) - V 2) V V1) 
3. Narasumber - - ✓ 2) v V1) 

II. DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM 

1. Peserta V 3) ✓ 3) V V 4) ✓ 1) 
2. Panitia I Ir I r» -I -I Al I + 

Moderator v ] v J v v rj Af 

3. Narasumber - - V V 4) ✓ 1) 

III. DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM 
I I 

I. Peserta - y 33J V - - 

2. Panitia I ✓ 3) v - - - Moderator 
3. Narasumber - - V - - 
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E. FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPD 

IV44Ai AA4Ali4 Ai444%A 

NO PELAKSANA SPD TINGKAT KERETA HARGA BIAYA PESAWAT KAPAL AP! I UDARA LAUT TIKET BUS 

VTP / Gneeial / Dibayar 
1. Bupat dan Wakil Bupat Al B1sn1S • -- I - £" - ---- I Secara Kelas I A Eksekutif RiiI 

VIP/Kelas Spesial/ Dibayar 
2. Pimpinan DPRD A2 Bisnis IA Eksekutif Secara 

Lumpsum 
Dibayar 

3. Anggota DPRD Bl Ekonomi Kelas I B Eksekutif Secara 
Lumpsum 

Dai.14 Laulu+ Dibayar 
I 4. 444.4 .4 B2 Ekonomi Kelas I B Eksekutif Secara IIA/Sekretaris Daerah Riil 

Pejabat Eselon IIB, 
Perwira Menegah TNI- Dibayar 

� POLRI, Kapolres, �� r.,,1 - - • - •• r 4 ..... - - - . - 0, Dandim, Kepala Do LUI1UL1LI ncIdD 1 L LCuLLI Cud d 

RiiI Kejaksaan Negeri dan 
Ketua Pengadilan Negeri 

Dibayar 
6. Pejabat Eselon IIIA Cl Ekonomi Kelas II A Eksekutif Secara 

RiiI 
Pejabat Eselon IIIB, Dibayar 

5. Perwira Pertama TNI- C2 Ekonomi Kelas II A Eksekutif Secara 
POLRI RiiI 
Pejabat Eselon IV, PNS Dibayar 

I 6. Go!. IV, PNS/CPNS Go!. D Ekonomi Kelas II A Eksekutif Secara 
III, Pejabat Fungsional Riil 

I 
PNS/CPNS Go!. II, Dibayar 

7. El Ekonomi Kelas II A Eksekutif Secara PNS/CPNS Gol. I, PPPK RiiI 

8. Non PNS Sopir E2 - - - - 

9. Sopir Bupati/Wakil E2.l - - - - Buoati 

I I 
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10. Pegawai Tidak E3 Ekonomi Kelas II A Eksekutif Dibayar 
Tetap/Non PNS, Ketua Secara 
TP-PKK, Ketua Dharma Riil 
Wanita, Pengurus PKK, 
Pengurus Dharma 
Wanita, Staf Khusus, 
Ajudan Ketua DPRD, 
Kesatuan Istri Anggota 
Dewan (KIAD), KTNA, 
Pengurus KONI, Atlit 
dan Official, Pengurus 
Kwarcab dan Pramuka, 
Bintara/Tantama TNI­ 
POLRI dan Wartawan. 

Sekretaris Pibadi 
Bupati/Wakil Bupati/ 
Asisten Pribadi Dibayar 

111. Bupat1/ Wakl Bupat1, E3.I Ekonom1 Kelas 11 A Eksekutit Secara 
Ajudan Bupati/Wakil Riil 
Bupati dan Petugas 

I Pengawal Bupati. 

I NO I PEJABAT PARAF Di RIIPATI RROLAANG MONGONDOUW -J·------------ - ----·- -- - - .. , 
l Kaban BKD t 
2 Kabag Hukum � 
3 Pit. Selcretaris Daerah v 

+ LIMi MKODOMPIT 
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LAMPIRAN IL 
PERATURAN BUPATT BOLAANG MONGONDOW 
NOMOR : ] 2024 
TANGGAL : 26 fLrau 2024 
TENTANG 
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI 
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 

STANDAR UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI 

NO PROVINSI SATUAN BESARAN 
1 ACEH OH 360,000 
2 SUMATERA UTARA OH 370.000 
3 RIAU OH 370 000 
4 KEPULAUAN RIAU OH 370 000 
5 JAMBI OH 370 000 
6 SUMATERA BARAT OH 380 000 
7 SUMATERA SELATAN OH 380.000 
8 LAMPUNG OH 380 000 
9 BENGKULU OH 380.000 

10 BANGKA BELITUNG OH 410 000 
11 BANTEN OH 370 000 
12 JAWA BARAT OH 430 000 
13 DKI JAKARTA OH 530 000 
14 JAWA TENGAH OH 370 000 
15 DI YOGYAKARTA OH 420.000 
16 JAWA TIMUR OH 410 000 
17 BALI OH 480 000 
18 NUSA TENGGARA BARAT OH 440 000 
19 NUSA TENGGARA TIMUR OH 430000 
20 KALIMANTAN BARAT OH 380.000 
21 KALIMANTAN TENGAH OH 360 000 
22 KALIMANTAN SELATAN OH 380.000 
23 KALIMANTAN TIMUR OH 430 000 
24 KALIMANTAN UT ARA OH 430.000 
25 SULAWESI UTARA OH 370 000 
26 GORONTALO OH 370 000 
27 SULAWESI BARAT OH 410 000 
28 SULAWESI SELATAN OH 430 000 
29 SULAWESI TENGAH OH 370.000 
30 SULAWESI TENGGARA OH 380.000 
31 MALUKU OH 380.000 
32 MALUKU UTARA OH 430 000 
33 PAPUA OH 580.000 
34 PAPUABARAT OH 480,000 
35 PAPUA BARAT DAYA OH 480,000 
36 PAPUA TENGAH OH 580.000 
37 PAPUA SELATAN OH 580 000 
38 PAPUA PEGUNUNGAN OH 580.000 

KETERANGAN: 
1 Uang rianan dbayarkan secara Lumpsum sesuar puritan han yang drtetapkan dalam ST 
2 Uang Harnan dibayarkan berdasarkan satuan pada tempat tujuan atau kota tujuan 
3 Uang Hanan dalam Tabel ini adalah batas tertinggi 

, 
�� '-<MOKODOMPITf 

Ee 

PEJABAT PARAF 

Kaban BKD I 
Kabag rHukum l 
Ptt Sekretanis Daerat 

--- Pj. BUPATT BOL., NG MONGONDOW, 
c y{ 
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LAMPIRANIII 
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW 
NOMOR ; ) 2024 
TANGGAL :Z6 Petey, 2024 
TENTANG Iv 
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI 
BOLAANG MONGONDOW 

STANDAR UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINS 
UNTUK KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

NO PROVINSI SATUAN BESARAN 
1 ACEH OH 110.000 
2 SUMATERA UTARA OH 110.000 
3 RIAU OH 110.000 
4 KEPULAUAN RIAU OH 110.000 
5 JAMBI OH 110.000 
6 SUMATERA BARAT OH 110.000 
7 SUMATERA SELATAN OH 110.000 
8 LAMPUNG OH 110.000 
9 BENGKULU OH 110.000 

10 BANGKA BELITUNG OH 120 000 
11 BANTEN OH 110 000 
12 JAWA BARAT OH 130.000 
13 D.K.I JAKARTA OH 160.000 
14 JAWATENGAH OH 110.000 
15 0.1 YOGYAKARTA OH 130.000 
16 JAWA TIMUR OH 120.000 

_1 BALI OH 140.000 
� JSA TENGGARA BARAT OH 130.000 

JSA TENGGARA TIMUR OH 130.000 
20 KALIMANTAN BARAT OH 110,000 
21 KALIMANTAN TENGAH OH 110.000 
22 KALIMANTAN SELATAN OH 110 000 
23 KALIMANTAN TIMUR OH 130 000 
24 KALIMANTAN UTARA OH 130.000 
25 SULAWESI UTARA OH 110 000 
26 GORONTALO OH 110.000 
27 SULAWESI BARAT OH 120 000 
28 SULAWESI SELATAN OH 130 000 
29 SULAWESI TENGAH OH 110000 
30 SULAWESI TENGGARA OH 110000 
31 MALUKU OH 110000 
32 MALUKU UTARA OH 130,000 
33 PAPUA OH 170.000 
34 PAPUABARAT OH 140.000 
35 PAPUA BARAT DAYA OH 140.000 
36 PAPUA TENGAH OH 170 000 
37 PAPUA SELATAN OH 170.000 
38 PAPUA PEGUNUNGAN OH 170.000 

ANGAN 

NG MONGONDOW, 

-=== ,, 
4 A "" I ( 

' OOOMPIT' 

S7 

PEJABAT PARAF 
Kaban BKD I 
Kabag Hukum -- Pt Sekretanis Daerah / 

I 

1 Uang Harian dibayarkan secara Lumpsum maksimal 4 hard 
2 Uang Harian dibayarkan berdasarkan satuan pada tempat tujuan atau kota tujuan 
3 Uang harian Khusus Anggota DPRD yang mengikuti Diktat dibayarkan secara Lumpsum maksimal 5 hari 
4 Uang harian khusus ASN dan Auditor/Pegawai lnspektorat yang mengikuti Diklat dapat dibayarkan sesuai jumlah hani yang ditetapkan dalam SPT dengan ketentuan 

hanya dibenikan 50% dan satuan uang harian sebagaimana dalam tabel ini. 
5 Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Tabel ini untuk kegiatan Diklat dengan pola pemberian uang konstnibusi peserta kepada penyelenggara dengan 

biaya konsumsi dan biaya penginapan semuanya ditanggung oleh penyeleggara kegiatan. 
6 Khusus kegiatan diklat yang biaya peralanan dinasnya semua ditanggung oleh pelaksana SPD atau tanpa pemberian uang kontribusi peserta, maka uang hanian 

dan biaya penginapan dapat dibenikan sesuai jumlah hani yang ditetapkan dalam ST 
7 Lang Harian dalam Tabel ini adalah batas tertinggi 
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LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW 
NOMOR • , ] 2024 
TANG6AL • J6 7braan 2024 
TENTANG 
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI 

STANDAR UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI 
UNTUK KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS 

NO PROVINSI SATUAN BESARAN 

1 ACEH OH 360 000 
2 SUMATERA UTARA OH 370 000 
3 RIAU OH 370 000 
4 KEPULAUAN RIAU OH 370.000 
5 JAMBI OH 370 000 
6 SUMATERA BARAT OH 380 000 
7 SUMATERA SELATAN OH 380 000 
8 LAMPUNG OH 380.000 
9 BENGKULU OH 380.000 

10 BANGKA BELITUNG OH 410.000 
1f BANTEN OH 370.000 
12 JAWA BARAT OH 430 000 
13 D.K.IJAKARTA OH 530.000 
14 JAWA TENGAH OH 370.000 
15 DI YOGYAKARTA OH 420.000 
16 JAWA TIMUR OH 410.000 
17 BALI OH 480.000 
18 NUSA TENGGARA BARAT OH 440 000 

) NUSA TENGGARA TIMUR OH 430.000 
) KALIMANTAN BARAT OH 380.000 

21 KALIMANTAN TENGAH OH 360 000 
22 KALIMANTAN SELATAN OH 380,000 
23 KALIMANTAN TIMUR OH 430.000 
24 KALIMANTAN UTARA OH 430 000 
25 SULAWESI UTARA OH 370 000 
26 GORONTALO OH 370 000 
27 SULAWESI BARAT OH 410.000 
28 SULAWESI SELATAN OH 430 000 
29 SULAWESI TENGAH OH 370.000 
30 SULAWESI TENGGARA OH 380 000 
31 MALUKU OH 380 000 
32 MALUKU UTARA OH 430.000 
33 PAPUA OH 580 000 
34 PAPUA BARAT OH 480 000 
35 PAPUA BARAT DAYA OH 480 000 
36 PAPUA TENGAH OH 580 000 
37 PAPUA SELATAN OH 580 000 
38 PAPUA PEGUNUNGAN OH 580 000 

TERANGAN 
Uang Harian dibayarkan secara Lumpsum Maksimal 4 Hari 

z Uang Harian dibayarkan berdasarkan satuan pada tempat tujuan atau kota tujuan 
3 Uang harian khusus angqota DPRD yang mengikuti Bimtek dibayarkan secara Lumpsum maksimal 5 hani 
4 Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Tabel ini untuk kegiatan Bimtek dengan pola pemberian uang konstnibusi peserta kepada penyelenggara 

dengan biaya konsumsi dan penginapan semuanya ditanggung oleh penyeleggara kegiatan 
5 Kusus kegiatan Bimtek yang biaya perjalanan dinasnya semua ditanggung oleh pelaksana SPD atau tanpa pemberian uang kontnibusi peserta, maka uang 

harian dan biaya penginapan dapat diberikan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT 
6 Uang Harian dalam Tabel ini adalah batas tertinggi ' 

ONGONDOW, 

� . ..,, ·- · , ODOMPITr 
is' 

PEJABAT PARAF 

Kaban BKD I ' 
Kabag Hukum � ], 

Pt Sekretanis Daerat fr 

V 
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LAMPIRAN V 
PERATURAN BUPATT BOL.AANG MONGONDOW 
NOMOR I 
TANG6At • 2& rkswe 
TENTANG 
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI 

STANDAR UANG HARIAN BIAYA PER.JALANAN DINAS DALAM DAERAH 

NO KATEGORLITINGKAT A1 A2 81 B2 83 C1 c2 D E 1 E2 E2.1 E3 E3.1 

DALAM DAERAH KAB. BOL-MONG 

A KABUPATEN KE 
KECAMATAN/KECAMTAN KE 
Uang Harian 150.000 150,000 150.000 150,000 15O,000 150.000 150.000 150,000 150.000 150.O00 150,000 

- - - - - - - - 
Jumlah Per Hari 150.000 150.000 150 000 150.000 15O.O00 15O.000 150,O00 150.OOO 150.O00 - 15O.OOO 150 000 

B KECAMATAN KE DESA 
Uang Harian : 
Uana Harian - - - - 100.000 100.000 100.000 100.000 - - 100.000 - 

Jumlah Per Hari - - - - 1OO.000 100.00O 100.000 100 000 . - 100.000 - 

C KECAMATAN KE DESA (DAERAH SUL rr 
Uana Harian : I 

Uan Harian I - - - - 150.000 150.000 150 000 150.000 - - 15O.00O 
Jumlah Per Hartl - - - - 160.00O 150.000 150.OOO 150.00O - 150,O00 

D KECAMATAN KE DESA (DAERAH SANGAT SULIT) 
Uana Harian : I 

Uana Harian I - - - 150.000 150.000 150000 15O.000 - 150.OOO 
Jumlah Per Hanil - - 150.000 150.00O 150.OOO 150 000 - - 150,OOO - 

NO PEJABAT PARAF 

1 Kaban BKD I 
2 Kabag Hukum a 
3 pt Sekretanis Daerat � 

u 

KETERANGAN 
f tang Hanan dibayarkan secara Lumpsum sesuai Jumlah Han yang ditetapkan dalam SPT 
2 Khusus Biaya Peralanan Dinas Dalam Daerah dani Kecamatan ke Desa dan Kecamatan ke Desa (Daerah Sulit) serta Kecamatan ke Desa (Daerah Sangat Sult) 

hanya diperuntukan bagi ASN dan Non PNS yang berada di Fasiltas Kesehatan Tingkat Pertama/Puskesmas dan di Kantor Kecamatan 
3 Daerah Suit atau Daerah Sangat Sulit sebagaimana dimaksud pada kolom di atas merupakan DaerahDesa yang hanya dapat diyangkau engan menggunakan transportasi husus 
4 Daerah Sult sebagaimana imaksud dalarm tabel di atas adalah Desa Seras+ Kecamatan Dumoga dan Desa Kanaan Kecamatan Dumoga 
5 Daerah Sangat Sulit sebagaimana dimnaksud dalam tabet di atas adalah Desa Kolingangaan Kecamatan Bilalang dan Desa Pomoman Kecamatan Pogar 
6 Khusus Biaya Porjalanan Dinas Dalam Darah dani Kecamatan ke Desa dan Kecamatan ke Desa (Daerah Sulit) sorta Kecamatan ke Desa (Daerah Sangat Sulit) bagi ASN dan Non PNS 

yang berada di Fasiitas Kesehatan Tingkat Pertama/Puskesmas hanya digunakan untuk kebutuhan biaya transportasi dean dibayarkan secara Lumpsum 
7 Uaoo HarianfT,anspo, dalam Tabel ioi adalah barn rfflinggl. / � /� 

l 
9 

-? 

MONGONDOW, 

• 



LAMPIRANVI 
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW 
NO MOR 1 • 2024 
TANGGAL ,% fuot 2024 
TENTANG 
PERJALANAN DINA$ DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI 

STANDAR UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI SERTA DALAM DAERAH 

NO TINGKAT SATUAN LUARDAERAH LUARDAERAH DALAM DAERAH 
A4A .. ., iAD % 

1 A1 OH 250,000 250,000 125,000 
2 A2 OH 250,000 250,000 125,000 
3 B1 OH 250,000 250,000 125,000 
4 B2 OH 150,000 150,000 75,000 
5 83 OH 150,000 150,000 75,000 

PEJABAT PARAF 
Kaban BKD { 
Kabag Hukum re 
PIt. Sekretaris Daerah � 

W 

� 
Pj. BUPATI BO 

' 

G MONGONDOW, 

KoooMPry 

KETERANGAN: 
1 Uang Reprsentasi dibayarkan secara Lumpsum sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT. 
2 Uang Representasi untuk mengikuti Bimtek dan Diklat luar daerah dalam provinsi dan luar provinsi dibayarkan secara Lumpsum maksimal 4 hari 
3 Uang Representasi Khusus Anggota DPRD yang mengikuti Bimtek dan Diklat luar daerah dalam provinsi dan luar provinsi dibayarkan secara Lumpsum maksimal 5 hari 
4 Ketentuan pembayaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada poin 2 dan 3 Untuk kegiatan Diklat dan Bimtek dengan pola pemberian uang konstribusi 

peserta kepada penyelenggara atau dengan biaya konsumsi dan penginapan semuanya ditanggung oleh penyeleggara kegiatan. 
5 Khusus kegiatan Diklat dan Bimtek yang biaya perjalanan dinasnya semua ditanggung oleh pelaksana SPD atau tanpa pemberian uang kontribusi peserta, maka uang 

representasi dapat diberikan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT 
6 Uang Representasi dalam label ini adalah batas tertinggi 



LAMPIRANVII 
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW 
NOMOR : l 2024 
TANGGAL :24 F« ou 2024 
TENTANG 
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI 

STANDAR BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM DAN LUAR PROVINSI DAN BIAYA TRANSPORTASI KE BANDARAPELABUHAN 

NO KATEGORTINGKAT A1 A2 B1 B2 B3 C1 C2 D E 1 E2 E2.1 E3 E3.1 

f Transoor Lolak Tempat Kedudukan Ke Bandara Perg+-Pulano . . 500,000 500,000 500,000 500,000 500.000 500,000 500000 - - 500,000 . 
2 Transoor LolakTemoat kedudukan Ke Tempat Tujuan Pergi-Pulang . - 500 000 500,000 500,000 500.000 500,000 500,000 500.000 - . 500,000 . 
3 Transoor Lolak ke Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000 000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

KETERANGAN: 
1 Biaya Transpor ke Bandara Pergi-Pulang dibayarkan secara Fil 
2 Biaya Transpor ke Bandara Pergi-Pulang bagi Anggota DPRD dibayarkan secara lumpsum 
3 Biaya Tranpor dani Lolak/ Tempat Kedudukan Ke Tempat Tuijuan Pergi-Pulang dibayarkan secara Riil 
4 Khusus Tingkat A1, Tingkat A2, Tingkat E2, Tingkat E2.1 dan Tingkat E3.1 tidak dibenikan Biaya Transpor dani Lolaktempat kedudukan ke Bandara/Pelabuhan Pergi-Pulang 
5 Khusus Tingkat A1, Tingkat A2, Tingkat E2, Tingkat E2.1 dan Tingkat E3.1 tidak diberikan Biaya Transpor dan Lolak/Tempat Kedudukan Ke Tempat Tujuan Pergi-Pulang 
6 Khusus tingkat B2, Tingkat B3 dan Tingkat C1 serta Pelaksana SPD lainnya yang menggunakan kendaraan dinas dapat dibenikan biaya transpor sebagai pengganti uang BBM (memperhatikan Pasal 12 ayat 8) 
7 Khusus Pelaksana SPD yang menggunakan kendaraan pribadi dapat dibenikan biaya transpor sebagar pengganti Uang BBM (memperhatikan Pasal 12 ayat 8) 
8 Apabila menggunakan Pesawat terbang/kapal laut untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi satuan Biaya transpor dapat menggunakan satuan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan dibayarkan secara Rill 
9 Biaya Transportasi dalam tabel ini adalah batas tertinggi 

MONGONDOW, PEJABAT PARAF 

Kaban BKD I 
Kabag Hukum -.:; � 
Pt. Sekretaris Daerah le " 

) 
- MP[T « U 

MON' 
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LAPIRAN V 
PERATURAN BUPATI BOLANG MONGONDOW 
NOMOR 1 2024 
TANGGAL 1e «2024 
TENTANG (O I" 
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERT 

STANDAR BIAYA TIKET/TRANSPORTAS 

NO KOTA SA TUAN BUAYA TIKET 
ASAL TUJUAN 8IsNrS EKONOt 

f JAKARTA 13.286.000 00 7081.000 00 
2 JAKARTA BAL~PAPAN 7412 000 00 3797 .000 00 
3 JAKARTA BANDA ACEH 7,519.000 00 4 492 000 00 
4 JAKARTA BANDAR LAM UNG 2.407.,000.00 1.583 000 00 
5 JAKARTA BANJARMASIN 5.252 000 00 2996.000 00 • JAKARTA BATAM 4.867 000 00 2888 000 00 
7 JAKARTA BENGKULU 4.364 000 00 2621. 000 00 • JAKARTA BK 1«4.065. 000.00 7,519. 000 00 

• JAKARTA DENPASAR 5,305,000 00 3.262 000 00 
10 JAKARTA GORONTALO 7,231,000 00 4,824 000 00 
f JAKARTA JAMB 4.065.000 00 2.460.000 00 
12 JAKARTA JAYAPURA 14,568.000.00 8.193 000 00 
13 JAKARTA YOGYAARTA 4,107 000 .00 2.288 000 00 
14 JAKARTA KE NDAR 7658 000 00 4f 00 
15 JAKARTA PANG 9413.000.00 $061.000 00 
16 JAKARTA MAKASSAR 7444.000 00 3829.000 00 
17 JAKARTA MALANG 4.599.000 00 2696.000 00 
18 JAKARTA MAMUJU 7 000 00 4.867 000 00 
19 JAKARTA MANADO 10.824 000 00 5 102.000 00 
20 JAKARTA MANOKWAR 16.226 000 00 10.824 000 00 
21 A A,TARA 5 316.000 00 000 00 
22 JAKARTA ME DAN 7.2652 000 00 3806. 000 00 
23 TA PADANG 5.530.000 00 962 .000 00 
24 TA PALANGKARAYA 4.964 000 00 2964 000 00 
25 JAKARTA PALEMBANG 3.861.000 .00 000 00 
26 JAKARTA PALU 9.348.000 00 5113.000 00 
27 JAKARTA p PNANG 3412 000 00 2139 000 00 
28 JAKARTA PEKANBARU 5.583. 000.00 3 016 000.00 
29 JAKARTA PONTIANAK 4.353 000 00 181.000 00 
30 JAKARTA EMARANG 3 861 000 00 2182 000 00 
31 JAKARTA LO 3.861.000 00 2342.000 00 
32 JAKARTA SURABAYA 5.466 000 00 2674 000 00 
33 JAKARTA TERNATE 10.001.000 00 6.664 000 00 

-±4 zE TIMIKA 13. 830. 000 00 7 487 000 00 
36 TA ANJUN EL 7 424 000 00 4.067.000 00 

-5 DENPA 8.064.000 00 4471.000.00 
5# AM4BON YAPURA 7434 000 00 4161.000 00 

38 KENDARN 4824 000 00 2 000.00 
39 AM8ON MAKAS SAR • 000 00 3455.000 00 
40 AM8ON MANO9WAR $177 000 00 3.027 000 00 
4 PALU 6.140 000 00 3.508 000 00 
42 AMBON OR 3.637.000 00 2257 .000 00 
43 AM8ON SURABAYA 8.803.000 00 4845 000 00 .. TERNA TE 4.022 000 00 2449 000 00 
45 BAU OPAP AN BANDA ACEH 12.739 000 00 6749 000 00 
46 BAL9GP AP AN BATAM 10.354 000 00 5.305.000 00 
47 BAU KPAP AN DENPA 0.739 000.00 5648 000 00 
48 BALI&PAP AN JAYAPURA 19.071.000 00 10.066. 000 00 
49 BAL IKPAP AN Y YAKAR TA 9.669.000 00 4749 000 00 
50 BAU#KPAPAN MAKASSAR 12.664 000 00 6.150.000 00 
51 BALI AP AN MANA.DO 15.702 000 00 7296 000 00 
4.27 BALIKPAPAN ME DAN 12493 000 00 6 140.000 00 
53 BAL PAPAN PADANG 10. 942 000 00 5.369 000 00 
54 BAUIKPAPAN =#zz 9.445 000 00 4749.000 00 
55 BAL#PAPAN PEKAN 10.996.000.00 5.423.000 00 
56 BALA&PAP AN SEMARAN 9.445.000 00 4674.000 00 
57 BALI&PAP AN $0LO 9.445 000 00 4.813.000 00 
58 BALI&PAP AN ABAYA 10.889 000 00 5113.000 00 
59 BAL IKPAP AN TIMIKA 18 408 000 00 9445 000 00 
60 BANDA ACEH DENPASAR 10.836.000 00 6 279.000 00 
61 BANDA H JAYAPURA 19 167 000.00 10.717.000 00 
62 BANDA ACEH Y YAKARA 9.765.000 00 5.380.000 00 
63 BANDA ACEH MAKASSA 12 760 000 00 6.781.000 00 
64 BANDA ACEH MANADO 16.7 000 00 7926.000 00 
65 8MOM ACE PONTIANAK 9. 990 000 00 5.840.000 00 
66 BANDA SEMARANG 9.530.000 00 5.305.000 00 
67 BANDA ACEH 0 9.530.000.00 5444 000 00 .. BANDA ACE s YA 10.965 000 00 5744 000 00 
69 BANDA ACEH TIMIKA 18.504.000 00 10.076. 000 00 
70 BANDAR NG BAL KP AP AN 8129.000 00 4129 000 00 
74 BANDAR LAM N BANDA EH • 000 00 4.760. 000 00 
n2 BANDAR LAPUNG N 6 193 000.00 3412 000 00 
73 BANDAR NG BATAM 5840.000 00 3316.000 00 
74 BANDAR LAM NG BUAK 14.119.000 00 7 487 000 00 
75 BANDAR LAM G DENPA 6 236 000.00 3.647 .000 00 
76 z NG JAY RA 14.5688.000 00 8.097.000 00 
77 BANDAR NG YOGYAKAR TA 5.155.000 00 2760 000 00 
7% BANDAR G KE NDAR 8 364 000 00 4 000 00 
79 BANDAR AKASSAR 8 161.000 00 4161.000 00 
80 BANDAR LAMP'UNG MALANG 5.594.000 00 3134. 000 00 
81 BANDAR ANADO 11 199.000 00 5.306.000 00 
82 BANDAR LAMUNG AT ARAM 6.246.000 00 3.626 000 00 
83 BANDAR LAMP'UNG ME DAN 7979.000 00 4.150 000 00 
84 BANDAR LAMP'UNG PADANG 6.439 000 00 3 380 000 00 
85 BANDAR PALANGKARAYA 5 947 000 00 3 401 000 00 .. BANDAR LAPUNG PAL EM 4.931.000 00 2760 000 00 
87 BANDAR LAPUNG pEKANBARU 6.482 .000 00 3433.000 00 .. BANDAR LAPUNG PONTIANAK 5 380.000 00 3 000 
89 BANDAR LAMP'UNG 4.931.000 00 2685 000 00 
90 BANDAR NG SOL 4 931.000 00 2824 000 00 
9 BANDAR LUNG SURABAYA 6.386 000 00 3.123 000 
92 BANDAR TIMIKA 13.9065.000 00 7455 000 00 
93 8AN NG BA TAM 6.289.000 00 3.583. 000 00 .. BAN NG DENP 5626.000 00 3.252 000 00 
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95 ± AM8l 5.006.000 00 2941.000 00 
96 y AKAMRTA 3 000 00 2129.000 
97 BANDU PADANG 6129.000 00 3 508. 000 00 .. BANDUN PALEMBANG 4385.000 00 2631.000 00 
99 BAN NG PANGKAL PINANG 4 599 000 00 2.738. 000 00 
100 BANDUNG pEKANBARU 6.525.000 00 3.701.000 00 
101 BAN SEMARANG 3.027 .000 00 1967 000.00 
102 0 3.647 .000 00 2268 000 00 
103 BAN SURABAYA 4824 000 00 2856 000 00 
104 BANDUNG TANJ PANDAN 4439 000 00 2663 000 00 
106 BANJARMASIN BANDA ACE 10.792.000 00 6.022.000 00 
106 BANJARMASIN 8ATAM 8 407 000 00 4.578 000 00 
107 BANJARMASIN BAK 16.686 000 00 8749 000 00 

.1o IE DENPASAR 8.792 000 00 4.920 000 00 

1% JAYAPURA 17136 000 00 9.3659 000 00 
Y0GYAKARTA 7723 000 00 4.022 000 00 it# 8AN, IN ME DAN 10.546.000 00 5.412 000 00 

1f BANJARMASIN PADANG 9.006.000.00 d 000 00 
113 BANJARMASIN PALEM 7 496 000 00 • 000 00 
114 BANJARMASIN PEKANBARU 9049 000 00 4 696 000 00 
115 BAN IN SEMARANG 7 496.000.00 3.9658.000 00 
116 BANJARMASIN LO 74968 000 00 4 097 000 00 
117 BANJARMASIN SURABAYA 8.942.000 00 4.385.000 00 
118 MIKA 16.472.000 00 6711.00o 0o 
119 8A TAM BANDA EH 10,439.000 00 5.936.000 00 
120 8A TAM DENP 8 450 000 00 4824 000 00 
121 BA TA Y RA 16.782 000 00 9263 000 00 
122 BATAM ±Er 7.370.000 00 3.936.000 00 
123 BA TAM 10.375 000 00 5337 000 00 
124 BATAM 13413,000 00 6 482 000 00 
125 BA TAM ME DAN 10,193.000 00 5316 000 00 
126 8A TAM PADANG 8653.000 00 4546. 000 00 
1.27 8A TAM PALEM 7 145.000 00 3.936.000 00 
128 BA TAM PEKANBARU 8.707 000 00 4599 000 00 
129 8ATAM NTuAuAK 7594.000 00 4 396 000 00 
130 BA TAM SEMARANG 7 145 000.00 3 861.000 00 
13 BA TAM sou 7 145 000.00 4.000.000 00 
132 BA TAM SURABAYA 8.600.000 00 4.300.000 00 
133 ATAM TIMIKA 16.119. 000 00 8621.000 00 
134 BEN PALEMBANG 2899.000 00 1.893 000 00 
136 BAK BAL IKPAP AN 18 000 00 9477 .000 00 
1.36 BAK BANDA EH 18718 000 00 10.108 000 00 
137 BAK BA TAM 16.333.000 00 8.664.000 00 
138 8AK DENPASAR 16.729.000 00 8.995.000 00 
139 BAK 1A¥ RA 3.615.000 00 2321.000 00 
140 BAK y YAKARTA 15.648 000 00 8 108.000 00 
14f 8AK 11.734.000 00 6.363 000 00 
142 BAK ME DAN 18 472.000 00 9 000 00 
143 BAK p 16.932 000 00 8.728.000 00 
44 BAK PAL EM 15.424,000 00 8 106 000 00 
145 BAK PEKANARU 16 000 00 8.781.000 00 
146 BAK PONTIANAK 1$.873.000 00 8 568.000 00 
14 BuAK SURABAYA 12782.000 00 7081.000 00 
148 BK TI4KA 5.808.000 00 3444 000 00 
149 DENPASAR Y RA 11.680.000 00 6845.000 00 
150 OENPASAR PANG 5091.000 00 2 9652 000 00 
15 DENPASAR MAKASSAR 4182.000 00 2631.000 00 
162 DE NPASAR 7851.000.00 4278.000 00 
153 DE NPASAR A TRAM 1840. 000 00 1.390 000 00 
154 DE NP ME DAN 10 589.000 00 5658 000 00 
165 DENPASAR p 9.049 000 00 4.888 000 00 
156 DE NASAR PALANGKARAYA 8 557 000 00 4 909. 000 00 
157 ID€NP PALEM 7541.000 00 4.278 000 00 
158 DENPASAR PEKANBAR 9.092.000 00 4 000 00 
159 DE NASAR NTUANAK 7 990.000 00 4.738 000 00 
160 DENP TIMIKA 10.140.000 00 6.129.000 00 

19we BAL IKPAP AN 7733. 000.00 4.407 000 00 

38° N 7 690 000 00 4193 000 00 

' DENASAR 7733.000.00 4.439 000 00 
164 4AM8l YAKART A 6.653.000 00 3.551.000 00 
165 JAMB KLPANG 11434 00 6.075 000 00 
166 JAMB SAR 9659 000 00 4.962 000 00 
167 JAMB ALANG 7091 000 .00 3925 000 00 
168 JAMB 12707 000 00 6.097.000 00 
169 8l PALANGKARAYA 444 000 00 4.193 000 00 
1ro JAMB NTANAK 6878 000.00 4.011.000 00 
1 JAMB EMARANG 6.428.000 00 3.476.000 00 
172 JAB s0LO 6.428 000 00 3.615.000 00 
173 JAB RABAYA 7883. 000 00 3.915.000 00 
474 AY v YAKARTA 13274.000 00 7 690 000 00 
175 JAY RA 22109.000.00 1f 000 00 
176 JAYAPURA ME DAN 18.932.000 00 10.097.000 00 
177 A¥ PAD 17.381 000 00 9.327 000 00 
178 JAY RA PALEMBANG 15.873.000.00 8.717 000 00 
179 JAYAPUPA PEKANBARU 17.435.000 00 9.380. 000 00 
180 JAYAPURA NTANAK 16 322 000 00 9177 000 00 

g! $= TIMIKA 3.615.000 00 000 00 

1e DENPA 3.861.000 00 2481 000 00 
g YAKARTA 6.525 000 00 3.893 000 00 

184 YOGYAKARTA MANADO 10 536. 000 00 5.722 000 00 
18 Y YAKARTA ME DAN 9.519.000.00 4770 000 .00 
186 Y0GYAKARTA PADANG 7 969 000 00 4 000 000 
187 YAKARTA PALEM 6.460.000 00 3 380 000 00 
188Y AKARTA PEKANBARU • 000 .00 4.064 000 00 
189 YOGAKARTA PONTIANAK 6. 910. 000 00 3 840 000 00 
1g/ vAKARA TIMIKA 11.894 000 00 7038 000 00 
19f KENDARI BANDA ACEH 12.963.000 00 7 102 000 00 
192 KENDARI BATAM 10.568 000 00 5658 000 00 
193 KENDARI DENPASAR 5455 000 00 3.273. 000 00 
194 KENDARI y YAKARTA 8129.000 00 4706 000 00 
195 KENDAR PADANG 11.167 000 00 5 000 00 
196 KENDAR PALEM 9.659 000 00 $ 102 000 00 
197 KENDRE pEKANBARU 11.220.000 00 6.776.000 00 
198 KENDARI SEMARANG 9659 000 00 5.027 .000 00 
199 KENDAR 9.659.000 00 5.166.000 00 
200 KENDRE SURA8A YA 11 103.000 5466 000 00 
201 KENDAR KA 18 633 000 00 9796 000 00 
202 JAYAPURA 14 386 000.00 8.1068 000 00 
203lKUP4NG y AKARTA 7348.000 00 4 162 000 00 
204 ANG 7637.000 00 4.311.000 00 
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2065 l1648 000 .00 6 140 000 00 
206 KuP YA 6.749 000 00 3 000 
207 MAKASSAR 80AK 8 493.000 00 4.931.000 00 
208 AKASSAR JAY RA 10.193 00 5787 000 00 
209 SAR KENDART 2663 000 00 1786 000 00 
210 AKASSAR MANADO 5.327 000 00 2 909.000 00 

5 IMA 11.723. 000 00 6.567 000 00 
2 BAL IKP AP AN 10.108 000 00 5134.000 00 
3 BANDA EH 10 204 000 00 5765 000 00 

AuANG BANJARMASIN 8 161 000.00 4407 000 00 
5 BATAM 7819.000 00 4311.000.00 
6 BUAK 16.087 000 00 • 000 00 

217 AYAP'URA 16.536. 000 00 9.092 000 00 
218 KE NDAR 10 000 00 5.487 000 00 
219.M4LANG = 10.129 000 00 5.166 000 00 
220 13167 000 00 6311.000 00 
221 9.958 0o 5.145 000 00 
222 PADANG 8.418.000.00 4.385.000 00 
223 PAL ANGKARAYA 7915.000 00 4.407 000 00 
224 PALEM 6.899.000 00 3765 000 00 
225/MAUNG PEKANBARU 8 461 000.00 4439 000 00 
226 1KA 16.873 000 00 461.000 00 

s ME DAN 15 552 000. 00 7316 00 
PADANG 14.012.000 00 6.546.000 00 
PALEMBANG 12.504.000 00 00 
PEKANBAR 14 000 00 6.599. 000 00 

1 PONTIANAK 12953.000 00 6.396. 000 00 
232 E 12504 000 00 $851.000 00 
233 12.504.000 00 5.990.000 00 
234 RABAYA 9.937 000 00 5 000 00 
235 ANADO TIMIKA 16 183.000 00 8 905. 000 00 
236 MA TARE M BAL IKP AP AN 10.750.000 00 5615.000 00 
237 MA TAAM BANDA ACEH 10846 00 6246 000 00 
238 MA TAPRAM N 8 803 000 00 4 888 000 00 
239 A TARA BATAM 8 461.000 00 4.803.000 00 
240 MA,TARA BUAK 1f 000 00 6546 000 00 
241 MATAAM JAY RA 13.092 000 00 7.327.000 00 
242 A TARAM 555 4,417 000 00 2781.000 00 
243 MA TAAM 4.717 000 00 2909.000 00 
244 MAT ARAM 8.717 000 00 4.738 000 00 
245 A TAAM ME DAN 10.600 000 00 5637 000 00 
246 A TARAM PADANG 9.060.000 00 4867.000 00 
247 MA,TARAM PALEM 7551.000 00 4246 000 00 
248 MATAREM PEKANBARU 9 102 000 00 4.909 000 00 
249 MA,TARAM PONTIANAK 8.001.000 00 4.706 000 00 
250 MATARAM ABAYA 3.829 000 00 2321.000 00 
251 MEDAN BANDA ACE 3466 000 00 a 252 MEDAN AKAS SAR 12514.000 00 61 00 
253 MEDAN PONTIANAK 9.733. 000 00 5 000 00 
254 MEDAN SEMARANG ' 000 00 4 696.000 00 
255 MEDAN SOlu 9.284.000 00 4.835.000 00 
256 EDAN RABAYA 10.739.000 00 5.134. 000 
257 ME DAN TIMIKA 18.258 000 00 9456 000 00 
2581P MAKAS 10.974 000 0 000 00 

249 PADANG PONTIANAK 8 193 000.00 4.460.000 00 
-280 mi SEMARANG 7744. 000 00 3.925 000 00 

-4! Lo 7744 000.00 4.065.000 00 

.2 SURABAYA 9 19900000 4364 
263 TIMIKA 16.718 000 00 8 685 000 00 
264 PALANGKARAYA BANDA ACEH 10.546. 000 00 6 022 000 00 
265 PALANGKARRAYA BATAM 8.161.000 00 4578 000 00 
266IP VA y YAKART A 7477 000 00 4 000 00 
2671P YA MA,TARAM 8.557.000 00 4 888.000 00 
2681P YA ME DAN 10.300.000 00 5412.000 00 
2691P YA PADANG 8.760.000 00 4.642 000 00 
270/P YA PALEMBANG 7252 000 00 4.022 000 00 
27% PALANGKARAYA PEKANBARU 8 .803 000 00 4 696.000 00 
272IP YA EMARANG 7252 000 00 3 947 000 00 
273 PALANGKARAYA 0Lo 7 000.00 4.066 000 00 
274P YA RABAYA 8.696.000 00 4385 00 
275 PALEMBANG BAL KP AP AN 9 000 .00 5$.220.000 00 
276 PALEMBANG MAKASSAR 9466 000 .00 4.781.000 00 
277 ALEBAN z 6685 000 00 3 840. 000 00 
278 PALEMBANG • 000 00 3.305.000 00 
2791 Lo 6.236. 000 00 3444 000 00 
280 PALEMBANG RABAYA 769000000 3744 000 00 
281 PALEMBANG TI4KA 15.210 000 00 8.076. 000 00 
282 PAU 4.268 000 00 2578 000 00 
283 PALU P0SO 1.957 000 00 1.423.000 00 
284 PALU E. 6.878 000 00 3883 000 00 
285 PA 6878 000 00 3.883 000 00 
266 Pu TOu-TOu 2 941.000 00 1 915.000 00 
287 PANGAN PINANG BAL I&PAPAN 9.038 000 00 4631.000 00 
288 PANGKAL PINANG BANJARMASIN 7 091.000 00 3.915.000 00 
289 PANGKAN PINANG BATA 6.739 000 00 3818 000 00 
290 PAN v YAKARTA 6.065.000 00 3 000 00 
29f PAN 9.060.000 00 4 663.000 00 
292 PANGKAN PINANG MANADO 12097.000 00 $806 000 00 
293 PANGKAN PINANG E DAN 8 888 000 00 4.653.000 00 
294 ANGKAL Pl PADANG 7 337 000 00 3.883.000 00 
295 PAN PINANG PALEMBANG 5.829.000 00 3262.000 00 
296 PANGKAL PINANG PEKANBAU 7391.000 00 3 936 000 00 
297 a • PONTIANAK 6.279.000 00 3.733 000 00 
296 PANC PINANG SEMARANG 5.829.000 00 3 487 
299 PANGKAN PINANG SOL 5.829.000 00 3.326 000 00 
300 PANGKAL RABAYA 7 000 00 3.626.000 00 
301 PEKANBAR NTIANAK 8247 000 00 4.514.000 00 
302 PEKANBAR SEMARANG 7797 .000 00 3.979 000 00 
303 pEKANBAR LO 7797.000 00 4.118 000 00 
304 PEKANBAR A 9241.000 00 4.407 000 00 
306 PEKANBAR TIMIKA 16.771.000 00 8.739 000 00 
306 SAR 9.915 000 00 5.241.000 00 
307 PONTIANAK SEMARANG 6.685.000 00 3765 000 00 
3081P s0LO 6 685 000 00 3.904 000 00 

PONTIANAK SABAYA 8 140.000 00 4.204 000 00 
310 PONTIANAK KA 15 659 000 8 536 000 
31f SEMARANG AKASSA 9.466 000 00 4.706 000 00 
312 $0LO UAKASSAR 9466. 000 00 4 645 000 00 
313 SURABAYA DENPASAR 3.196 000 00 1979 000.00 
314 SURABAYA JAYAPURA 12.67 00 7231.000 00 
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PEA8AT PARAF 
Kaban 8KD I 
[4 44urn • � 
pt Selet.ri Den .. � 

I 

KE TERAN 
Biava Trans.pTe Pe.wet dlibarvarkan sec% R 
[av TrescofT. Pest dl. Tbel ii mnrucl Bv Es.tier. 
Bagi Pel8lsn8 SPD yang menggunalan kendraan dines d«pet dliberik.an bicry transpor seebagal penggant Lang 8BM (mernperthatkan Pesal 12 ayat 8) 

Kbusus pelk.sen8 SPD yang menggunakan lenderaan poi.badl dapat diberkan bye trans.por sebagal pengganti Uang BBM (rernperhatikan Pesal 12 ayat 8) 
Biava TransporTt Pesawat Beg Piroinan dan not DPRD dibevaria scar Lunosurm 
husus Pernbenan barya transport#et pesawart bag Propenan dan Anggot DRD dalamn Tabet ini merupa.an bart.as 
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LAMPIRAN DX 
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW 
NOMOR : ) • 2024 
TANGGA : Z6 tr 2024 
TENTANG 
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI 

STANDAR BIAYA TAKS/TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI 

NO PROVINS SATUAN BE SARAN 

1 ACEH OrananK a 254.000 
2 SUMATERA UTARA 0ran/Kat 616.000 
3 RIAU Orane/Kat 202 000 
4 KEPULAUAN RIAU Orana/Kali 330 000 
5 JAMBI Oran/K ale 294.000 
6 SUMATERA BARAT Oran/Katy 380000 
7 SUMATERA SELATAN Orana/Kay 358.000 
8 LAMPUNG 0rare/Kat 336000 
9 BENGKULU Orana/K a 218.000 

10 BANGKA BELITUNG Orana/Kall 194.000 
11 BANTEN Orana/Kay 1 072 000 
12 JAWA BARAT 0ranee A 400.000 
13 D.KI JAKARTA Oran/Kali 512.000 
14 JAWA TENGAH Orana/Kay 216 000 
15 DIYOGYAKARTA Orana/Kali 534000 
16 JAWA TIMUR Orana/Kali 466000 
17 BALI Orana/Kali 454.000 
18 NUSA TENGGARA BARAT Orana/Kali 462.000 
19 NUSA TENGGARA TIMUR Orana/Kali 232.000 
20 KALIMANTAN BARAT Orana/Kali 342.000 
21 KALIMANTAN TENGAH Orana/Kali 268 000 
22 KALIMANTAN SELATAN 0ran/Kat 360 000 
23 KALIMANTAN TIMUR 0rana/Kat 1066000 
24 KALIMANTAN UTARA Orana/ (alt 436.000 
25 SULAWESI UTARA Orana/ all 276 000 
26 GORONTALO Orano ali 530000 
27 SULAWESI BARA T Orana alt 626.000 
28 SULAWESI SELATAN Orana Kali 374.000 
29 SULAWESI TENGAH Oran al 330 000 
30 SULAWESI TENGGARA Oranc (alt 342.000 
31 MALUKU Oranc (all 576 000 
32 MALUKU UT ARA Oranc Ii 430.000 
33 PAPUA Oranc Ii 1.026.000 
34 PAPUA BARAT Oran¢ Kali 472.000 
35 PAPUA BARAT DAYA Oran Kali 1.026.000 
36 PAPUA TENGAH Oran¢ Kali 1.026.000 
37 PAPUA SELATAN Oran¢ Kali 1.026.000 
38 PAPUA PEGUNUNGAN Oranc Kt 1.026.000 

KETERANGAN: 
1 Biaya Taksi/Transportasi dani Bandara/Pelabuhan/Terminal Kedatangan Ke Hotel/Penginapan/Kantor/Lokasi Tujuan Pergi-Pulanq 
2 Biaya Taksi/Transportasi dibavarkan secara Ri il (at cost) 
3 Biaya Taksi/Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibavarkan secara Lumpsum 
4 Pembiayaan satuan biaya taksi/transportasi dapat melebihi besaran standar dalam tabel ini sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran Rii (at cost) 
5 Ketentuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada keterangan poin 3 (tiga) hanya bertaku dalam hal pelaksana SPD dari Hotel tempat tujuan 

menuju ke lokasi/tempat penugasan tidak tersedia Taksi, sehingga pelaksana SPD harus mengqunakan transportasi lainnya 
6 Khusus Biaya Taks/Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan batas tertinggr yang tidak dapat dilampaui 
7 Khusus Tingkat A1, E2, E2.1 dan E3.1 tidak diberkan biaya taksi/transportasi 
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LAMPIRANX 
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW 
NOMOR I 2024 
TANGGAL : {laud 2024 
TENTANG 
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI 

STANDAR SEWA KENDARAAN PENJABAT NEGARA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINS! DAN LUAR PROVINSI 

NO TINGKAT SATUAN LUAR DAERAH DALAM LUAR DAERAH LUAR 
PROVINSI PROVINSI 

1 A1 OH 1,000,000 1,000,000 

KETERANGAN: 
1 Khusus Sewa Kendaraan di tempat Tujuan (termasuk untuk biaya pengemudi, BBM dan Pajak) dibayarkan secara Riil sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT 
2 Khusus Sewa Kendaraan perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi hanya dapat diberikan dalam melaksanakan perjalanan dinas di daerah kepulauan 
3 Sewa Kendaraan dalam Tabel ini adalah batas tertinggi 

PEJABAT PARAF 
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LAMPIRAN XII 
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW 
NOMOR : ] 2024 
1NGoAu :]% Ti«ay 392 
TENTANG ' 
PER.JALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI 

STANDAR BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI 

NO provinsi A1 A2 B1 82 B3 C1 c2 0 E1 E2 E2.1 E3 E3.1 

1 D.KI JAKARTA 8.720.000 8.720 000 2 063 000 2.063.000 2.063 000 992000 992 000 730.000 730 000 . 600.000 600000 
2 SULAWESI UTARA 4.919.000 4.919.000 2.290.000 2 290.000 2.290.000 1.207.000 1.207.000 978 000 978.000 600.000 600.000 600.000 600.000 
3 ACEH 4.420.000 4420.000 3.526.000 3.526.000 3.526.000 1533.000 1.533.000 770000 770 000 . 500 000 500000 
4 SUMATERA UTARA 4.960 000 4.960.000 2195 000 2.195.000 2.195.000 1 100.000 1100 000 699.000 699 000 . 500 000 500 000 
5 RLAU 3.820.000 3820 000 3.119.000 3119.000 3.119.000 1.650.000 1 650.000 852 000 852.000 . 700000 700 000 
6 KEPULAUAN RIAU 5.344.000 5.344.000 2.318.000 2.318.000 2318.000 1.297.000 1.297.000 792 000 792 000 . 600000 600.000 
7 JAMBI 5 000 000 5 000 000 4 102.000 4.102.000 4.102.000 1225000 1225000 580.000 580.000 . 500000 500 000 
8 SUMA TERA BARAT 5.236.000 5.236.000 3.332.000 3.332.000 3.332.000 1.,353.000 1.353.000 701 000 701 000 . 600000 600.000 
9 SUMATERA SELATAN 5.850.000 5 850 000 3.083 000 3.083 000 3.083.000 1.955.000 1.955.000 861.000 861.000 . 600.000 600.000 

10 LAMPUNG 4.491.000 4,491.000 2.488.000 2.488.000 2.488.000 1425 000 1.425.000 580 000 580 000 . 500 000 500 000 
1f BENGKULU 2.140.000 2140.000 1.628.000 1628000 1.628.000 1.546.000 1546.000 692 000 692.000 . 500 000 500 000 
12 BANGKA BELITUNG 3.827.000 3.827.000 2.838.000 2.838.000 2 838 000 1957000 1,957.000 849 000 849 000 . 500 000 500 000 
13 BANTEN 5 725 000 5.725 000 2.373.000 2.373.000 2 373.000 1204.000 1.204.000 724.000 724 .000 . 500 000 500 000 
14 JAWA BARAT 5.381.000 5.381.000 2755.000 2 755 000 2 755 000 1.201.000 1201 000 686.000 686.000 . 500 000 500 000 
15 JAWA TENGAH 5.303.000 5.303.000 1.850.000 1850000 1.850.000 1.201.000 1 201 .000 686.000 686.000 . 500 000 500 000 
18 DI YOGYAKARTA 5.017.000 5 017 000 2.695.000 2.695.000 2.695.000 1.384.000 1,384.000 845 000 845 000 . 600.000 600.000 
17 JAWA TIMUR 4449 000 4449 000 2 007 000 2 007 000 2 007 000 1153.000 1 153.000 814.000 814.000 . 600.000 600.000 
18 BALI 6.848 000 6.848 000 2.433.000 2.433.000 2.433 000 1685000 1685000 1 138.000 1 138.000 . . 700.000 700 000 
19 NUSA TENGGARA BARAT 4.375.000 4.375.000 2.648.000 2.648.000 2 848000 1.418.000 1418.000 907.000 907.000 . 600 000 600.000 
20 NUSA TENGGARA TIMUR 3 750 000 3 750 000 2.133.000 2133.000 2 133000 1355.000 1.355.000 688.000 688000 . 500 000 500 000 
21 KALIMANTAN BARAT 2654.000 2.654.000 1.923.000 1.923.000 1.923 000 1 125.000 1 125.000 538.000 538.000 . . 500 000 500 000 
22 KALIMANTAN TENGAH 4.901.000 4.901.000 3.391,000 3.391 000 3.391.000 1 160.000 1 160.000 659000 659000 . . 500 000 500 000 
23 KALIMANTAN SELATAN 4.797.000 4797 000 3.316.000 3.316.000 3.316.000 1.500.000 1.500.000 697 000 697000 . . 500 000 500 000 
24 KALIMANTAN TIMUR 4.000 000 4.000 000 2188 000 2.188.000 2 188 000 1507000 1.507 000 804.000 804.000 . . 600.000 600.000 
25 KALIMANTAN UTARA 4.000 000 4.000 000 2.735.000 2.735.000 2 735 000 1507.000 1507 000 904.000 904.000 . . 600.000 600.000 
26 GORONTALO 4.168.000 4.168.000 3.107.000 3 107 000 3,107.000 1.606.000 1.606.000 955000 955000 600 000 600 000 600 000 600.000 
27 SULAWESI BARAT 4.076 000 4.076 000 3.098.000 3 098 000 3.098 000 1,344.000 1344.000 704.000 704 000 600 000 600.000 600.000 600.000 
28 SULAWESI SELATAN 4.820.000 4.820.000 1.938.000 1.938.000 1938000 1423.000 1.423.000 745 000 745.000 600 000 600.000 600.000 600.000 
29 SULAWESI TENGAH 2 309.000 2 309 000 2 027 000 2.027.000 2 027 000 1679000 1.679.000 951,000 951 .000 700 000 700 000 700.000 700 000 
30 SULAWESI TENGGARA 3.088 800 3088 800 2.574,000 2.574.000 2.574.000 1297000 1.297 000 786.000 786.000 600 000 600.000 600 000 600.000 
31 MALUKU 3.467.000 3.467.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000 1.,059.000 1 059.000 667.000 667.000 . 500 000 500 000 
32 MALUKU UTARA 4.611.600 4.611.600 3.843.000 3.843.000 3.843.000 1.160.000 1160000 605.000 605000 . 500 000 500.000 
33 PAPUA 3859 000 3 859 000 3.318.000 3.318.000 3.318 000 2 521 000 2.521.000 1 038.000 1.038.000 . . 800 000 800 000 
34 PAPUA BARAT 3 872 000 3.872.000 3,341.000 3.341.000 3.341 000 2 056 000 2 056 000 967.000 967 000 . 700.000 700 000 
35 PAPUA BARAT DAYA 3.872 000 3.872.000 3.341,000 3.341.000 3.341 .000 2.056 000 2 056 000 967.000 967.000 700 000 700 000 
36 PAPUA TENGAH 3.859.000 3 859 000 3.318.000 3.318.000 3.318.000 2.521.000 2 521 000 1.038.000 1.038.000 . 800 000 800 000 
37 PAPUA SELATAN 5.673.000 5.673.000 4.877.000 4.877 000 4877.000 3.706 000 3 706.000 1526.000 1526.000 . 900.000 900 000 
38 PAPUA PEGUNUNGAN 5711000 5711.000 4.911.000 4.911.000 4.911.000 3.731.000 3731 000 1,536.000 1536.000 900.000 900 000 

KETERANGAN: 
1 Biava Penqinapan dibayarkan secara Riil 
2 Biaya Penginapan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan secara Lumpsum 
3 Dalam Hal Perjalanan Dinas tidak menqqunakan biaya penginapan, maka kepada pelaksana Sep diberikan biaya penqinapan secara Lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penqinapan di kota tempat tujuan 
4 Khusus pelaksana SPD tingkat E2 1 dan tingkat E3.1 yang ditugaskan untuk mengantar atau mendampingi Pejabat Negara atau Pejabat Eselon ll agar memperhatikan ketentuan Pas.al 14 
5 Biava Penginapan dalam Tabel ini adalah Batas Tertinqqi 
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LAMPIRAN XIII 
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW 
NOMOR I TAHUN 2024 
TENTANG 
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR 
NEGERI 

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 

A. TANDA TERIMA UANG MUKA PERJALANAN DINAS 

Sudah Terima Dari: 
Uang Sejumlah 
Yakni 

Bendahara Pengeluaran (1) 
............................................. (2) 
Pembayaran Uang Muka Perjalanan Dinas dengan perincian 
sebagai berikut: 

1. Uang harian: 
2. Biaya transpor Rp. 
3. Biava penginapan RD. 

JUMLAH RD. 

Sesuai: 
SPD Nomor 
Tanggal 

Terbilang{p. 

: (3) 
.................................. (4) 

......... , " (5) 

Yang Menerima 

(6) 

NIP. 

PPTK Bendahara Nama Kegiatan Buku Kas 
Tanggal Nomor 

. 
( .................. ) ( ................... ) 
NIP. NIP. 

(7) 



PETUNJUK PENGISIAN FORMAT 
SURATPERNYATAANPEMBEBANAN 

(1) Disi nama PD 

(2) Diisi dengan huruf besaran jumlah uang yang dibayarkan. 

(3) Diisi dengan nomor Surat Perjalanan Dinas. 

(4) Diisi dengan tanggal Surat Perjalanan Dinas. 

(5) Diisi nama Kota tempat kedudukan, tanggal, bulan dan tahun. 

(6) Diisi dengan angka besaran jumlah uang yang dibayarkan. 

(7) Diisi Nama Kegiatan berkenaan dengan dilaksanakannya Perjalanan Dinas. 
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B. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama : (1) 
N I P : (2) 

Pangkat/Golongan : (3) 

Jabatan : (4) 

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 
1. sehubungan dengan Surat Perintah Togas Nomor: . 

. . . . (5) serta Surat Perjalanan Dinas Nomor: . 

. . (6) maka saya telah menerima uang muka (panjar) Perjalanan Dinas 

dimaksud. 

2. saya akan mempertanggungjawabkan penggunaan uang muka tersebut 

selambatnya 5 (lima) hari kerja setelah kembali dalam pelaksanaan tugas. 
3. saya bersedia mengembalikan apabila dalam pelaksanaannya terdapat 

selisih lebih antara uang muka terhadap biaya riil. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila 

dikemudian hari terbukti pemyataan saya ini tidak benar, saya bersedia 

menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan. 

. . . . . . . . . . , (7) 

Yang membuat pernyataan, 

(c) 

(9) NIP. 
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PETUNJUK PENGISIAN FORMAT 
SURATPERNYATAANPEMBEBANAN 

BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN 

( 1) Diisi nama Pelaksana SPD. 

(2) Diisi NIP Pelaksana SPD. 

(3) Diisi Pangkat/Golongan Ruang Pelaksana SPD. 

(4) Diisi Jabatan Pelaksana SPD. 

(5) Diisi nomor Surat Perintah Tugas 

(6) Diisi nomor Surat Perjalanan Dinas. 

(7) Diisi nama Kota tempat kedudukan, tanggal, bulan serta tahun. 

(8) Diisi nama dan tandatangan Pelaksana SPD. 

(9) Diisi NIP Pelaksana SPD. 
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Yang Membuat Pernyataan 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Jabatan 

Perangkat Daerah 

NIP 

Nama 

Jabatan 

Perangkat Daerah 

NIP 

C. SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS 
JABATAN 

NOMOR .. 

......................................... (9) 
....................................... (10) 
....................................... (11) 

........................................................................ (9) 

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak 
dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain. 

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenamya dan apabila dikemudian 
hari temyata surat pemyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh 
dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku . 

.......................................... (10) 

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas 
lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu 

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas 
nama: 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 
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PETUNJUK PENGISIAN FORMAT 
SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DlNAS JABATAN 

(1) Diisi nama Pejabat Penerbit SPD. 

(2) Diisi NIP Pejabat Penerbit SPD. 

(3) Diisi jabatan Pejabat Penerbit SPD. 

(4) Disi Nama Perangkat Daerah. 

(5) Diisi nama Pelaksana SPD. 

(6) Diisi NIP Pelaksana SPD. 

(7) Diisijabatan Pelaksana SPD. 

(8) Disi Nama Perangkat Daerah 

(9) Diisi alasan yang menyebabkan Pembatalan SPD 

(10) Diisi nama Kota tempat kedudukan, tanggal, bulan dan tahun. 

(11) Diisi nama dan tandatangan Pejabat yang membatalkan SPD. 

(12) Diisi Pangkat Pejabat yang membatalkan SPD. 

(13) Diisi NIP Pejabat yang membatalkan SPD. 
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D. SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN 
DINAS JABATAN 

Nomor: . 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 

NIP 

Jabatan 

PD 

····································································· 

..................................................................... 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan 
Surat Togas Nomor: tanggal.......... dan SPD Nomor tanggaI atas 
nama: 

(5) 

(6) 

(7) 

PD . .. (8) 
dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Togas Perjalanan Dinas 
Jabatan Nomor ............. tanggal . 
Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa (9) dan 
biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat 
dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp (10), 
sehingga dibebankan pada DPA Nomor: tanggaI PD 
............................ (11). 
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian 
hari temyata surat pemyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian 
negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian 
negara tersebut ke Kas Daerah. 

··········································<12) 

Yang Membuat Pernyataan 

......................................... (13) 
························•················<14) 
......................................... (15) 

NIP 

Nama 

Jabatan 
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PETUNJUK PENGISIAN FORMAT 
SURATPERNYATAANPEMBEBANAN 

BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN 

(1) Diisi nama PA/KPA perangkat daerah yang dibebani biaya perjalanan dinasnya 

(2) Diisi NIP PA/KPA perangkat daerah yang dibebani biaya perjalanan dinasnya 

(3) Diisi jabatan PA/KPA satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya 

(4) Diisi nama PD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya 

(5) Diisi nama Pelaksana SPD 

(6) Diisi NIP Pelaksana SPD 

(7) Diisi jabatan Pelaksana SPD 

(8) Diisi nama PD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya 

(9) Diisi transpor yang digunakan 

(10) Diisi denganjumlah rupiah biaya transpor dan penginapan yang tidak dapat 
dikembalikan/ refund sebagian/ seluruhnya. 

(11) Diisi nomor DPA, tanggal, dan nama perangkat daerah yang dibebani biaya 
perjalanan dinasnya. 

(12) Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernyataan 

(13) Diisi tanda tangan dan nama jelas PA/KPA perangkat daerah yang dibebani 
biaya perjalanan dinasnya 

(14) Diisi pangkat, golongan/ruang PA/KPA perangkat daerah yang dibebani 
biaya perjalanan dinasnya 

(15) Diisi NIP PA/KPA perangkat daerah yang dibebani biaya perjalanan 
dinasnya. 
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E. LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS 

0 KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH (l) 

LAMBANG DAERAH 

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN 

Perjalanan Dinas Jabatan (2) 

I. Pendahuluan. 

A. Umum/latar belakang 

B. Landasan Hukum 

C. Maksud dan Tujuan 

II. Kegiatan yang dilaksanakan 

III. Hasil yang dicapai 

IV. Kesimpulan dan Saran 

V. Penutup. 

Dibuat di (3) 
pada tanggal (4) 

................................................. (5) 

.................................................. (6) 

.................................................. (7) 

.................................................. (8) 



PETUNJUK PENGISIAN FORMAT 
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN 

(1) Diisi Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah. 

(2) Diisi nama dan substansi kegiatan/acara yang diikuti dalam pelaksanaan 
Perjalanan Dinas Jabatan. 

(3) Diisi nama Kota tempat kedudukan. 

(4) Diisi tanggal, bulan serta tahun. 

(5) Diisi jabatan Pelaksana SPD 

(6) Diisi nama Pelaksana SPD 

(7) Diisi Pangkat, Gol/Ruang Pelaksana SPD. 

(8) Diisi NIP Pelaksana SPD. 



F. DAFTAR PENGELUARAN RIIL BIAVA PERJALANAN DINAS 

Lampiran SPD Nomor 
Tanggal 

No. PERINCIAN BIAYA JUMLAH BUKTI PEMBAYARAN*) 
1. Ada/Tidak 
2. Ada/Tidak 
3. dst.... Ada/Tidak 

JUMLAH Rp. 
Terbilang 

Telah dibayar sejumlah 

Rp . 

Bendahara Pengeluaran 

NIP. 

...................... tanggal, bulan, tahun 
Telah menerima jumlah uang sebesar 
Rp . 

Yang Menerima 

NIP. 

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG 
Ditetapkan sejumlah 
Yang telah dibayar semula 
Sisa kurang/lebih 

Mengetahui: 
Pengguna Anggaran / 

Kuasa Pengguna Anggaran 

NIP. 

Rp . 
Rp ··································· 
Rp . 

Menyetujui: 
Pejabat Pelaksana 
Teknis Kegiatan 

NIP. 

Catatan: 
*) Kolom yang berfungsi sebagai check-list (coret yang tidak perlu). 



G. PAKTA INTEGRITAS 

c KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH (1) 

LAMBANG DAERAH 

PAKTA INTEGRITAS 
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama 
Tempat, tanggal lahir 
NIK 
Jabatan 
Alamat 
Dengan ini menyatakan: 

1. bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan 
Surat Togas Nomor........tanggal.......... dalam rangka melaksanakan 
kegiatan ke. .. . dari 
tanggal............sampai dengan . 

2. bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan 
dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya 
perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas 
dilaksanakan. 

3. Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya 
perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada 
saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya 
dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenamya secara sadar dan tanpa 
paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan 
dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang 
berlaku. 

. , 20 . 

Pelaksana Perjalanan Dinas, 
Meterai 
Rpl 0.000 



H. KUITANSI PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DPRD 

0 KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH (1) 

LAMBANG DAERAH 
Tahun Anggaran: 

No. Kuitansi: 

KUITANSI 

Sudah terima dari 

Sebesar 
Terbilang 

Untuk Pengeluaran 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu 
Rp . 

: Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan 
kegiatan . 
Dengan rincian: 
1. uang rincian 
2. biaya transportasi 
3. biaya penginapan 
4. uang representasi 
5. biaya taksi 

············, 20 .. 
Penerima 

Meterai 
Rp!0.000 

: Rp . 
: Rp . 
: Rp . 
:Rp . 
:Rp . 

Menyetujui 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran 

NIP 

NO PEJABAT PARAF 

1 KabanBKD I 
2 Kabag Hukum te 
3 Pit. Sekretaris Daerah M 

v 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu 

NIP 

G MONGONDOW, 

l ,, 
/i -+ LmMr Mod«opoMPrr} 


